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KATA PENGANTAR 
 ِمْيِح َّرلا ِنَمْح َّرلا ِالله ِمْسِب 
Assalamu ‘Alaikum Wr.Wb. 
 Segala puji kehadirat Allah swt., dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta 
shalawat dan salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad saw., yang telah 
membawa kita dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya 
dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang 
panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. 
 Keberadaannya skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi 
mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah 
pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan 
penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi, dalam perwujudan ini, 
penulis memilih judul “Sistem Pembayaran Premi dan Pengelolaan Dana Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)  Perspektif Hukum 
Islam di Kota Makassar (Tahun 2016-2017)”. Semoga kehadiran skripsi ini dapat 
memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh 
minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian 
skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam 
bentuk sugesti, dan motivasi moril maupun meteril. Karena itu kemudian, penulis 
berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-
tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada Ibunda Suryanti S.Pd.I., 
yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik penulis hingga mampu 
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mengenal dunia pendidikan, yang tak henti-hentinya mendampingi dan mengasihi 
serta tak lepas doa dan dukungannya selama penyelesaian skripsi ini. Kepada 
Ayahanda tercinta Priyadi Akhyar, S.Pd.I., M.M., yang senantiasa mencurahkan 
kasih dan sayangnya yang tak terhingga, serta menyemangati baik diwaktu kuliah 
sampai penyelesaian skripsi ini. Tak lupa juga penulis ucapkan banyak ucapan 
terima kasih kepada Adinda tercinta Lailatul Faizah berkat dukungan dan doanya 
disela-sela waktu. 
Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada:  
1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari M.Si, Selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar, serta para pembantu Rektor beserta seluruh staf dan 
karyawan/watinya. 
2. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum 
beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada 
penulis. 
3. Dr. H. Supardin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan dan Dr. Hj. Patimah, 
M.Ag., Sekretaris Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan serta 
stafnya atas izin, pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. selaku Pembimbing I dan Drs. Hadi 
Daeng Mapuna, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak 
memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam 
perampungan penulisan skripsi. 
vi 
 
5. Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A. selaku Penguji I dan Dr. Rahma Amir, M.Ag. 
selaku Penguji II yang telah banyak memberikan nasehat serta saran dan 
mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi. 
6. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang 
berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Alauddin Makassar. 
7. Kepada Ikatan Alumni Pesantren Modern Tarbiyah Takalar terkhusus 
kepada angkatan ke-18 Dwi Sulthanah Irbah, Nur Abshari Abbas, 
Nurhidayah Amriani, Nahdah Fitriana, Nurul Dwi Sulistiana, Erlangga 
Rokadi yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi. 
8. Kepada teman seperjuanganku PA B angkatan 2014 senantiasa 
memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis dari awal penulisan 
skripsi ini hingga terselesaikan  
9. Terkhusus kepada Nuramaliah Wahab, Andi Adila Aco, Saharia, Fitria 
Hamdja, Juliana, Mirnawati, Nuratira Ali, Syamsinar yang senantiasa 
bersama penulis baik suka maupun duka selama masa kuliah, membantu 
dan menemani Penulis ketika butuh bantuan. 
10. Terima kasih kepada teman-teman KKN angkatan 57 Posko Bonto 
Mate’ne, Moh. Alfian Ishaqy, Muhammad Dinul Akhsan, Raden Ika 
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B, Suci Masita, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan 
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11. Kepada Anggota Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia 
(HKPSI) yang senantiasa menghibur dan mendoakan Penulis dalam 
penyelesaian skripsi. 
12. Kepada senior, maupun adik-adik anggota Ikatan Penggiat Peradilan Semu 
(IPPS) Indonesia yang senantiasa tak hentinya mendoakan kesuksesan 
penulis. 
13. Kepada pengurus HMJ Peradilan yang selalu menghibur Penulis dalam 
duka maupun senang. 
14. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik yang tak sempat Penulis 
sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, mohon di maafkan. Dan kepada 
kalian penulis ucapkan banyak terima kasih.  
Akhirul Kalam, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat 
beberapa ketidaksempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya tulis ilmiah. Oleh 
karena sumbangsih kritik dan saran yang bersifat konstruksi dan semua pihak 
merupakan penghargaan dan kehormatan bagi penulis. Akhirnya dengan segala 
kerendahan hati, penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak terutama kepada penulis sendiri  
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 PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب ba b be 
ت Ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titk di 
bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r er 
ز zai z zet 
س sin S es 
ش syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di 
bawah)  
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah , apostof 
x 
xi 
 
 
 
ي ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ̕ 
). 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥah dan yā’ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
Contoh:  
ََْفيَك : kaifa 
ََلَْوَه : haula 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
ََى...َ|ََا... 
fatḥah dan alif 
atau yā’ 
ā 
a dan garis di 
atas 
ى kasrah dan yā’ I 
i dan garis di 
atas 
وى ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 
atas 
Contoh:  
ََتَاَم : māta 
ََرََمى  : ramā 
َ قَْيََل  : qila 
ََي َمَْو َت  : yamūtu 
 
4. Tā’Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
ََرَْوََضَ ةََْاََلَْطََف َلا  : raudah al- at fāl 
َََاْلََم َدََْيَنَ ةَََ َاْلََفَ  ضَاََلَ ةَ  : al-madinah al-fādilah 
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َََاْل َحَْكََمَ ة   : al-hikmah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ّىِى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
ََرَ بَنا   : rabbanā 
َن َجَْيَنا   : najjainā 
َََاْل َح َق   : al-haqq 
َ ن َ عََم   : nu”ima 
ََعَ د َو   : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrahَ, maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi i. 
Contoh:  
 َ ى لَع  : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َ ى بََرَع  : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby). 
 
6. KataَSandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
ََا َشلَْم َس   : al-syams (bukan asy-syam) 
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ََا َزلَْلََزََلَ ة   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
َََاْلَََفْلََسََفَ ة   : al-falsalah 
َََاْلََبََلَ دَ   : al-bilād 
 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
ََنْو  ر  ْمَأت   : ta’murūṭn 
َ نَلاَْوَ ع   : al-nau’ 
ََشَْي َء   : syai’ 
َ أ َمَْر َت   : umirtu 
 
8. PenulisanَKataَArabَyangَLazimَdigunakanَdalamَBahasaَIndonesia 
Kata,  istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
Contoh:  
Fi Zilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
xv 
 
 
 
Adapun tā’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. contoh: 
 َ اللَ ةَمْحَرَْي فَْم ه : hum fi rahmatillāh 
 
9. Lafẓalَ-َJalālahَ(الل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālahditransliterasi dengan huruf [t]. 
 َاللَ  نْي  د  : dįnullāh 
َ اللَ ةَمْحَرَْي فَْم ه : hum fi rahmatillāh 
 
10.  HurufَKapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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 Contoh: 
 Wa mā Muhammadun illā rasul 
 Inna awwala baitin wudi’a linnāsi Iallazi bi Bakkata mubārakatan 
 Syahru Ramadān al-lazi unzila fiih al-Qur’ān 
 Nasir al-Din al-Tusi  
 Abu Nasr al-Farabi 
 Al-Gazāli 
 Al-Munqiz min al-Dalāl 
Abstrak 
Nama  :  Diyan Ayu Purnama Sari 
Nim  :  10100114062 
Judul      : Sistem Pembayaran Premi Dan Pengelolaan Dana Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 
Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam (Tahun 2016-
2017) 
 
 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran premi 
dan pengelolaan dana BPJS Kesehatan perspektif hukum Islam di Kota Makassar 
(Tahun 2016-2017) ?. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam 
beberapa submasalah, yaitu: 1) Bagaimana sistem pembayaran premi BPJS 
Kesehatan di Kota Makassar ?, 2) Bagaimana sistem pengelolaan dana BPJS 
Kesehatan di Kota Makassar ?. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: Pendekatan yuridis yang didukung dengan penelitian lapangan. 
Adapun sumber data penelitian adalah Kepala Unit Penagihan dan Keuangan 
BPJS Kesehatan KCU Makassar, dan Peserta BPJS Kesehatan Kota Makassar. 
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data 
dan wawancara. Lalu, tekhnik pengolahan dan analisis data terdapat tiga tahapan: 
pengolahan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dilihat dari prinsip dan hal-hal 
yang mendasari terbentuknya JKN adalah mementingkan kemaslahatan rakyat 
Indonesia dan sejalan dengan syariah. Namun, ketika dalam penerapannya 
terdapat hal-hal yang bertolak belakang dengan hukum Islam, karena tidak 
didasari oleh al-Qur’an dan Sunnah. Adapun sistem pembayaran premi BPJS 
Kesehatan masih mengandung beberapa unsur, yakni: gharar terlihat dari sistem 
akad antara peserta dengan BPJS, maysir adanya ketidakadilan terhadap peserta 
yang meninggal dunia, karena premi yang telah dibayarkan kemudian tidak 
digunakan hal tersebut tidak dapat dikembalikan, serta adanya pemisahan dari segi 
fasilitas antara masyarakat miskin, menengah dan  atas. 2) Dalam hal pengelolaan 
dana BPJS tidak terdapat hal diluar sistem syariah. Ada dua sumber dana BPJS, 
yaitu: DJS untuk pembiayaan sosial dan dana BPJS sebagai biaya yang 
memberikan kejelasan terhadap dana BPJS. 3) Sistem JKN menggunakan asuransi 
konvensional dan bekerjasama dengan bank konvensional sehingga dana BPJS 
tidak ada pemisahan dana antara dana tabarru’ dan dana selain tabarru’. 
kemudian tidak transparansinya pihak BPJS dengan peserta dalam pengelolaan 
dana yang digunakan sebagai pelayanan jaminan kesehatan bagi peserta lain. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Jika kita merujuk kepada hasil 
Ijtima’ Ulama MUI se-Indonesia, mengenai gagasan dan konsep jaminan sosial 
tidak menjadi masalah. Hanya saja sistem operasionalnya belum sesuai dengan 
syariah. Maka ijtima’ Ulama tentang BPJS Kesehatan perlu menjadi masukan 
positif bagi sistem BPJS. Pemerintah segera membenahi beberapa sistem BPJS 
sesuai dengan syariah untuk kenyamanan peserta BPJS. 2) keberadaan BPJS 
Kesehatan sangatlah diperlukan oleh masyarakat se-Indonesia, maka bukanlah 
sesuatu yang sulit jika membuat asuransi sosial yang berlandaskan aturan syariah, 
jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka berikan pilihan kepada masyarakat 
untuk memilih asuransi yang sesuai dengan syariah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam telah menetapkan tujuan kehadirannya, diantarannya: adanya untuk 
menerima agama itu sendiri dengan akal, rohani, jasmani, harta, dan keturunan 
bagi seluruh umat manusia. Anggota badan manusia pada hakekatnya adalah milik 
Allah yang dianugerahkan-Nya untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di 
satu sisi Allah memerintahkan untuk menjaga kesehatan mental dan jiwa (rohani). 
Kesehatan manusia dapat diwujudkan dalam beberapa dimensi, yaitu jasmaniah 
material melalui keseimbangan nutrisi, kesehatan fungsional organ dengan energi 
aktivitas jasmaniah, kesehatan pola sikap yang dikendalikan oleh pikiran, dan 
kesehatan emosi-ruhaniah yang disembuhkan oleh aspek spiritual keagamaan.1 
Dalam kehidupan modern sekarang ini setiap orang tidak dapat terhindar 
dari apa yang disebut resiko, baik hal itu menyangkut harta kekayaan maupun 
resiko terhadap jiwa dan kesehatan.2 Setiap orang pasti akan mengalami sakit 
walaupun tidak mengetahui kapan akan sakit, resiko tersebut ada yang dapat 
diperkirakan seperti sakit, kecelakaan, cacat atau meninggal dunia. Timbulnya 
resiko tersebut memerlukan biaya yang cukup besar.  Untuk mengurangi beban 
tersebut, pemerintah menganggap perlu menyusun sistem dan program jaminan 
sosial. Program itu digunakan sebagai perlindungan bagi sebagian dan seluruh 
                                                             
1Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem 
Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 28.  
2Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia, (Yogyakarta, UII Press, 2007), h. 
1.  
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anggota masyarakat dari tekanan ekonomi atau hilangnya penghasilan karena 
pengangguran, sakit kecelakaan, cacat, hari tua, atau meninggal dunia. 
Di Indonesia sendiri yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan 
demokrasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan 
bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas 
sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang 
aman, bermutu dan terjangkau. Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada 
Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 ditujukan agar Indonesia menjadi negara yang 
dapat menjamin hak asasi warga atas kesehatan.  
Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU 
No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial sebagai salah satu upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah untuk perlindungan sosial bagi seluruh rakyat agar 
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.3 
Untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, 
maka pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan 
masyarakat mengupayakannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN). Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 
2011 tentang BPJS yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 
sosial.  
                                                             
3Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional.  
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Jaminan kesehatan ini memiliki prinsip kepesertaan yang artinya wajib 
bagi seluruh rakyat sesuai UU SJSN, yaitu seluruh penduduk wajib jadi peserta 
asuransi sosial kesehatan JKN dan wajib membayar premi/iuran tiap bulannya. 
Pelaksanaan JKN dalam UU SJSN (Pasal 19 ayat 1) diselenggarakan secara 
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi 
sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang 
berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang 
menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Adapun yang dimaksud dengan 
prinsip ekuitas adalah tiap peserta yang membayar iuran akan mendapat 
pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan, dimana JKN ini 
adalah asuransi kesehatan sosial.  
Dalam buku panduan resmi memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS, 
Jaminan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, diberikan kepada 
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 
Jaminan kesehatan ini juga berlaku bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja 
paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. BPJS 
Kesehatan juga melakukan kerja sama dengan penyelenggara asuransi kesehatan 
tambahan (asuransi komersial) dalam bentuk koordinasi manfaat atau 
coordination of benefit (CoB) yang mana BPJS Kesehatan akan menjamin 
pelayanan kesehatan sesuai tarif yang berlaku pada program jaminan kesehatan, 
sedangkan selisihnya akan menjadi tanggung jawab asuransi komersial selama 
sesuai dengan prosedur yang berlaku.  
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Dana jaminan sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank 
kustodian yang merupakan BUMN. Sehingga Bank BUMN bisa mendapat sumber 
dana baru, sesuai amanat Pasal 11 UU BPJS. Dana itu dapat 
diinvestasikan,misalnya dalam bentuk deposito berjangka4, surat utang, obligasi 
korporasi5, reksadana6, properti dan penyertaan langsung.  
Dalam UU BPJS sendiri mempunyai tujuan untuk memenuhi hak atas 
kesehatan masyarakat dan berprinsip gotong-royong untuk saling membantu 
rakyat satu sama lain. Ketika melihat hal tersebut, BPJS mempunyai tugas yang 
sangat penting dalam mensejahterahkan rakyat Indonesia. Dalam UU SJSN dan 
UU BPJS hanya memuat hal-hal yang umum saja, tanpa adanya aturan teknis dan 
prosedur praktis menjalankan BPJS. Setelah BPJS Kesehatan berjalan dan 
petunjuk teknis pelaksanaan dan peraturan di bawahnya dibuat, barulah terlihat 
letak ketidak-syar‟i-an BPJS Kesehatan dalam implementasinya.  
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 11 Tahun 2013 Pasal 2, jenis 
iuran dibagi menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran), Non-PBI dan Mandiri atau 
perorangan dan iuran ini dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Iuran 
untuk orang miskin dibayarkan oleh pemerintah dan mereka disebut dengan PBI 
                                                             
4Deposito atau yang sering disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank 
sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin 
oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Lihat: 
“Deposito”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Deposito (23 September 2017). 
5Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan 
suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk 
membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo 
pembayaran. Lihat: “Obligasi”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Deposito (23 September 2017). 
6Reksana Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 
masyarakat permodal untuk selanjutnya di investasikan kembali dalam portofolio efek oleh 
Manajer Investasi. Lihat: Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Cet. I; Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2016), h.  xvii. 
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atas nama hak sosial rakyat, tetapi hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat 
melainkan kepada pihak ketiga yaitu BPJS yang berasal dari uang rakyat yang 
dipungut melalui pajak artinya adalah rakyat diwajibkan membiayai layanan 
kesehatan mereka dan sesama rakyat lainnya. 
Dalam Asuransi Syariah, khususnya asuransi sosial harus membedakan 
antara dana tabarru’7 dengan dana tijarah8 yang jelas kepada pembayar premi.9 
Ketika rakyat sebagai pembayar premi tidak mengetahui dasar-dasar dalam 
berasuransi yang merupakan kegiatan muamalah maka sangat memungkinkan 
                                                             
7Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan 
dengan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Lihat Abdul Ghofur Anshori, 
Asuransi Syariah di Indonesia Regulasi dan Oprasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif 
di Indonesia, Editor : Khotibul Umam, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008, h. 25.  Akad 
tabarru’ (gratuitos contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non profit 
transaction (transaksi nirbala). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari 
keuntungan komersial. 
Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan 
(tabarru’ berasal dari kata birr dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru’ 
pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak 
lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah swt bukan dari manusia.  
Pada hakikatnya akad tabarru’ adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan 
balasan dari Allah swt semata. Itu sebabnya akad ini tidak untuk mencari keuntungan komersial. 
Sumber: Imron Al Husein, Imron Al Husain, “Sistem Ekonomi Syariah”, 
http://alhushein.blogspot.co.id/2012/01/akad-tabarru-dan-tijarah.html?m=1 (13 Maret 2017). 
8Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Lihat 
Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia Regulasi dan Oprasionalisasinya di dalam 
Kerangka Hukum Positif di Indonesia, Editor : Khotibul Umam, Penerbit UII Press Yogyakarta, 
Yogyakarta, 2008, hlm. 25.  Akad tijarah sudah disepakati, akad tersebut boleh dirubah menjadi 
akad tabarru’ jika pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga 
menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Karim (2006:70), 
menjelaskan bahwa akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit 
transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat 
komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. 
Sumber: Imron Al Husein, Imron Al Husain, “Sistem Ekonomi Syariah”, 
http://alhushein.blogspot.co.id/2012/01/akad-tabarru-dan-tijarah.html?m=1 (13 Maret 2017). 
9Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga, (Yogyakarta: 
PT. Persada, 2016), h. 67 
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untuk terjerumus dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah, 
prinsip-prinsip akad dalam asuransi seperti riba10, maysir11  dan gharar.12  
Dalam Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas perpres 
No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,  masyarakat yang mengalami 
keterlambatan membayar  premi atau  iuran perbulan yang telah ditetapkan akan 
dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 % (dua) persen dari total iuran yang 
tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Aturan baru mengatur jika 
                                                             
10Dari segi prinsip berekonomi, perilaku usaha yang sangat mengancam seluruh sistem 
perekonomian dalam Islam adalalah “riba” baik langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh 
setiap muslim. Riba dalam makna etimologis artinya bertambah, berkembang dan tumbuh. Akan 
tetapi tidak semua penambahan, berkembang dan tumbuh itu dilarang, maka secara tekhnis makna 
riba mengacu kepada pengembalian “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada 
pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan 
batas jatuh tempo. Dengan pengertian tersebut, maka “riba” mempunyai persamaan makna dengan 
“bunga” (interest). Untuk membangun persepsi tentang “riba” dalam pandangan syariah dibedakan 
menjadi dua macam; 
Pertama, riba Nasi’ah, berasal dari akar kata nasa’a yang berarti menunda, 
menangguhkan atau menunggu. Makna tambahan keuntungan adalah mengacu kepada jangka 
waktu yang diberikan pihak pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan 
tambahan (premi).  
Kedua riba Fadhl adalah tambahan yang diperoleh melalui pertukaran barang sejenis atau 
kegiatan usaha yang dilakukan melalui transaksi pembelian dari tangan ke tangan dengan 
penjualan komoditas sejenis (sumber bahan dan kadar). Lihat Urbanus Uma Leu, Asuransi Syariah 
Kontemporer  (Analisis  Sejarah, Teori, dan Praktek Asuransi Syariah di Indonesia), Editor Andi 
Intan Cahyani, Penerbit Alauddin University Press, Makassar, 2014, hlm. 15-16. 
11Maysir (gambling/judi) artinya ada salah satu pihak yang untung tapi dilain pihak justru 
mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa 
perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak 
mendapatkan apa-apa termasuk premi(iuran) yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh 
ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima 
dana pembayaran yang jauh lebih besar. Lihat Wirdaningsih, dkk., Bank dan Asuransi Islam di 
Indonesia, Editor Wirdaningsih, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 217. 
12Gharar, merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur 
kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Dari segi bahasa, gharar diartikan al-khida atau 
penipuan. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi’I, gharar adalah segala hal yang dikhawatirkan 
akan terjadi menurut pandangan kita, dengan akibat yang paling tidak kita inginkan. Sementara itu, 
menurut Wahbah Az-Zuhaili, gharar diartikan al-khatar dan at-taqrir, yaitu penampilan yang 
mengakibatkan timbulnya kerusakan (harta) atau sesuatu yang kelihatannya menurut kita 
mengandung kebaikan dan menguntungkan, namun berdampak sebaliknya, yaitu menimbulkan 
bencana dan kerugian. Menurut pandangan ilmu fiqih, gharar berarti penipuan dengan tidak 
mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-barang yang diperjualbelikan. Lihat Abdullah amirin, 
Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional, bekerjasama 
dengan Penerbit PT. Elex Media Kompotindo, Jakarta, 2006, hlm. 47. 
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peserta menunggak membayar iuran 1 (satu) bulan, maka statusnya akan langsung 
dinonaktifkan secara otomatis oleh sistem. Untuk mengaktifkannya maka peserta 
harus membayar iuran tertunggak. Kini peserta tidak dikenakan denda 
keterlambatan. Namun, jika dalam rentang waktu 45 hari setelah status 
kepesertaan kembali aktif dan peserta membutuhkan pelayanan rawat inap yang 
dijamin BPJS Kesehatan, peserta atau pemberi kerja dikenakan denda 2,5 persen 
dari total diagnosis akhir pelayanan kesehatan yang didapatkan dikali jumlah 
bulan tertunggak: 2,5% x (bulan tertunggak per 1 Juli 2016) x (besar biaya 
pelayanan) = denda pelayanan.13 
Kemudian melihat bagaimana BPJS dikelola, terutama menyangkut 
dananya serta kerja sama yang dilakukan dengan perusahaan-perusahaan 
konvensional yang sistemnya masih tidak sesuai dengan aturan syariah. Jaminan 
kesehatan yang seharusnya menjadi alternatif dari permasalahan sosial masih 
memiliki permasalahan tersendiri yang lebih penting karena menyangkut hukum 
dari penggunaan asuransi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.  
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Sistem Pembayaran Premi dan Pengelolaan Dana Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Perspektif 
Hukum Islam di Kota Makassar (Tahun 2016-2017)”. 
 
                                                             
13Yoga Prasetya, “1 Juni 2016, Aturan Baru BPJS Kesehatan mengenai Terlambat Bayar 
Iuran dan Denda”, http://www.Panduanbpjs.com/1-Juli-2016-aturan-baru-bpjs-kesehatan-
mengenai-terlambat-bayar-iuran-dan-denda/ (16 Maret 2017). 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam memahami 
maksud yang terkandung dalam judul ini, maka penulis menganggap perlu 
menguraikan pengertian beberapa istilah pokok dalam kajian ini agar persamaan 
persepsi dapat diperoleh sebagai kejelasan pemahaman terhadap hal-hal yang akan 
dibahas sebagai berikut:  
Sistem Pembayaran adalah merupakan sistem yang berkaitan dengan 
pemindahan nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.14 
Premi (Iuran) adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh 
peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.15 
Pengelolaan dana adalah funds management yaitu pengelolaan dana 
sendiri dan eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk 
memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan 
kemananan dalam melakukan investasi.16  
BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
program jaminan sosial.17 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam.18 Umat 
Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi, oleh Karena 
                                                             
14Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pembayaran  (9 Februari 2018). 
15Undang-undang  Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan, Bab 
I Ketentuan Umum Pasal 1 No. 6. 
16Kamus Bi, http://www.mediabpr.com/kampus-bisnis-bank/pengelolaan_dana.aspx (1 
Januari 2017). 
17Tim Penyusun Bahan Sosialisasi dan Advokasi JKN, Buku Pegangan Sosialisasi 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Jakarta 
Selatan), h. 51. 
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itu disebut sebagi syariah, yang berarti jalan yang digariskan Allah untuk 
manusia.19 
Kota Makassar adalah kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia 
Timur dan pada masa lalu pernah menjadi Ibu Kota Negara Indonesia Timur dan 
Privinsi Sulawesi Selatan.20  
C. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan satu pokok 
permasalahan skripsi ini yaitu “Sistem Pembayaran Premi dan Pengelolaan Dana 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Perspektif 
Hukum Islam di Kota Makassar (Tahun 2016-2017)?” yang dibagi menjadi dua 
sub masalah yaitu :  
1. Bagaimana sistem pembayaran premi BPJS Kesehatan Kota Makassar ? 
2. Bagaimana pengelolaan dana kesehatan BPJS Kota Makassar ? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam skripsi ini Penulis menggunakan beberapa literatur yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai 
berikut: 
1. Supardiono, 2009, skripsi “Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi 
Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 
Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)”, yang membahas 
                                                                                                                                                                       
18Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia (Jakarta: PT. Husada, 2012), h. 42. 
19Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 
Munakahat (Jakarta: Mirzan, 2007), h. 3. 
20Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar (15 Februari 2018). 
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tentang jaminan kesehatan dalam Islam. Dalam skripsi ini penulis 
berpandangan bagaimana tanggung jawab Negara dalam memenuhi hak 
jaminan sosial rakyat dalam pandangan hukum Islam dan UU SJSN. 
Dimana penyusun menyimpulkan bahwa tanggung jawab Negara terhadap 
jaminan sosial rakyat dalam pandangan hukum Islam bersifat aktif yaitu 
berupa provisi positif  (waris-zakat), serta larangan (riba, penimbunan, dan 
sebagainya), sementara dalam UU No. 40 Tahun 2004 bersifat pasif yaitu 
Negara. 
2. Mohammad Edris, 2016, skripsi “Analisis Operasional BPJS Kesehatan 
Terhadap prinsip Ekonomi Syariah”. Dalam skripsi ini Penulis 
berpandangan bahwa program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS 
Kesehatan merupakan program pemerintah dalam hal jaminan kesehatan. 
BPJS Kesehatan sebagai badan hukum yang bersifat nirbala. Namun, 
investasi tetap dimungkinkan untuk kepentingan pesertanya. Akan tetapi, 
karena dana jaminan kesehatan BPJS harus siap saat bagi pengobatan 
pesertanya, maka BPJS Kesehatan tidak diwajibkan untuk 
menginvestasikan dana. 
3. Wenny Andita, 2016, skripsi “Implementasi Kebijakan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan di Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur”. Dalam skripsi ini penulis berpandangan bahwa 
program BPJS yang di selenggarakan di setiap daerah bahkan di seluruh 
Indonesia terkhususnya di Kabupaten Wajo belum menyentuh kedalam 
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pencapaian keberhasilan, karena adanya faktor penghambat antara lain 
yaitu defesit pendapat/penerimaan dan adanya batasan pada beberapa 
ketentuan seperti penggunaan obat-obatan yang harus disesuaikan dengan 
INA-CBGs dan waktu penerbitan SEP. 
4. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Buku ini 
menjelaskan tentang informasi mengenai JKN yang mencakup: mengapa 
perlu jaminan kesehatan nasional, bagaimana mendefenisikan pesan kunci 
untuk dikomunikasikan kepada publik serta beberapa kumpulan 
pertanyaan yang sering muncul terkait JKN berikut jawabannya.  
Berdasarkan  pemaparan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa 
tidak ada satupun yang membahas secara spesifik mengenai “Tinjauan Hukum 
Islam terhadap Sistem Pembayaran Premi dan Pengelolaan Dana Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Makassar”. Oleh karena 
itu Penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini lebih jauh, yang akan dibentuk 
menjadi karya tulis ilmiah atau skripsi. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
untuk mengetahui apakah sistem pembayaran premi dan 
pengelolaan dana kesehatan oleh BPJS telah sesuai dengan hukum Islam. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak hanya mengharapkan 
kemanfaatan dalam bidang akademik bagi penulis, namun juga bagi 
masyarakat luas yang bersangkutan.  
2. Kegunaan Penelitian 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat 
sebagai: 
a. Media pengetahuan atau sebagai wadah yang dapat digunakan untuk 
menambah wawasan baru lagi Mahasiswa/Mahasiswi yang ingin 
mengkaji atau mendalami masalah asuransi terutama di pusat 
lembaga kesehatan yaitu BPJS. 
b. Memberikan masukan atau solusi alternatif mengenai asuransi dan 
BPJS yang berkaitan dengan hukum Islam sesuai syariah. 
c. Memberikan masukan atau solusi alternatif mengenai asuransi dan 
BPJS yang berkaitan dengan hukum Islam sesuai syariah. 
d. Sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi S1 
dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam 
Negeri Makassar.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tinjauan Umum Hukum Islam 
Syariat Islam (Arab:  َش َر َيَ عَ ةََ إ َسَ  ل َمَ يَ ة  ) kata syara’ secara etimologi berarti 
“jalan-jalan yang bisa di tempuh air”, maksudnya adalah jalan yang dilalui 
manusia untuk menuju Allah. Syariat Islamiyyah adalah hukum atau peraturan 
Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, 
aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian 
seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perihal 
berbagai pengertian tentang hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa hukum 
Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan dibakukan di Indonesia. Dengan 
demikian hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan yang diambil dari 
wahyu dan diformulasikan ke dalam empat produk, yaitu: fikih, fatwa ulama, 
keputusan pengadilan, dan perundang-undangan.1 
1. Syariah 
Secara harfiah, kata “syariah” berarti jalan, dan lebih khusus lagi jalan 
menuju ke tempat air, dalam pemakaian religiusnya, syariah berarti jalan yang 
digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju 
Tuhan. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., disebut syariah 
karena merupakan jalan menuju Tuhan dan menuju keselamatan abadi. 
                                                             
1Supardin, Fikih Peradilan di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu (Cet,  I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 37. 
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Singkatnya syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang 
dibedakan menjadi dua aspek: ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran 
tentang tingkah laku (amaliah). Dalam hal ini, syariah dalam arti luas identik  
dengan syarak (asy-syar’i) dan ad-din (agama Islam). 
Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari 
syariah dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang 
mengatur tingkah laku konkrit manusia.2 
2. Fikih 
Kata “fikih” –berasal dari kata Arab al-fiqh- berarti mengerti, tahu atau 
paham. Sebagai istilah, fikih dipakai dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum 
(jurisprudence) dan dalam arti hukum itu sendiri (law). Dalam arti pertama, fikih 
adalah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma 
syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai 
dimensi hubungannya. Dalam pengertian kedua, fikih adalah hukum Islam itu 
sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum syarak yang mengatur tingkah 
laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu 
diterapkan langsung di dalam Alquran dan Sunnah Nabi saw. Maupun yang 
merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum 
Islam (fukaha) terhadap kedua sumber tadi.  
Contoh hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Nabi saw., 
tetapi merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam dengan mempertimbangkan 
                                                             
2Syamsul Anwar,  Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 
Munakahat, (Cet I; Jakarta: Mirzan, 2007), h. 4-5.  
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kedua sumber tadi adalah kewajiban mencatat nikah, ketentuan penjatuhan talak 
di muka pengadilan sidang. Jadi, bila dalam arti pertama fikih adalah suatu cabang 
studi, maka dalam arti kedua, fikih adalah himpunan norma-norma yang menjadi 
objek kajian fikih dalam arti pertama.3 
3. Perbedaan Pokok antara Syariat dan Fiqh dapat juga diartikan 
sebagai berikut:4 
Syariat Fiqh 
Berasal dari wahyu Ilahi (al-Qur’an) 
dan Sunah Rasul (Hadis). 
Karya manusia yang dapat berubah 
dari masa ke masa 
Bersifat fundamental Bersifat instrumental 
Hukumnya bersifat qath’I (tetap tidak 
berubah) 
Hukumnya zhanni (dapat berubah) 
Hukum syariat hanya satu (universal) Banyak berbagai ragam (incidental) 
Menunjukkan kesatuan Menunjukkan keragaman 
Langsung dari Allah yang kini 
terdapat dalam al-Qur’an dan 
penjelasannya dalam hadis bila kurang 
dapat dipahami 
Berasal dari ijtihad dari para ahli 
hukum sebagai pemahaman manusia 
yang dirumuskan oleh mujtahid 
Disebut juga Islamic Law Hukum fiqh disebut juga Islamic 
                                                             
3Syamsul Anwar,  Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 
Munakahat, h. 5-6. 
4Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya 
Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia (Cet. V; Jakarta: SINAR GRAFIKA, 
1995), h. 15. 
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Jurisprudence. 
 
Dalam mempelajari hukum Islam, tidak bisa melepaskan diri dari 
mempelajari secara sepintas, karena hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an 
dan hadis Rasulullah saw., merupakan bagian dari agama Islam, dalam arti luas.5 
Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa masa. 
Pertama, masa sebelum pemerintahan kolonial Belanda dahulu menguasai 
sepenuhnya tanah air kita. Kedua, masa pemerintahan Belanda menjajah 
Indonesia. Ketiga, masa penjajahan Jepang. Keempat, masa Indonesia merdeka 
1945-1974. Kelima, masa setelah tahun 1974 sampai sekarang. Pembabakan masa 
ke dalam kurun waktu dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa masing-
masing masa tidak hanya punya nuansa, tetapi mempunyai perbedaan yang nyata.6 
Setelah Indonesia merdeka, muncul para pemikir hukum Islam terkemuka 
di Indonesia seperti Hazairin dan Hasbi as-Shiddiqie misalnya, berbicara tentang 
perkembangan dan pembaharuan hukum Islam bidang mu’amalah di tanah air kita 
dalam wadah dan kerangka negara RI.7 Di masa Nabi, hukum Islam terbentuk 
dengan bimbingan wahyu, sepeninggal beliau, wahyu pun berhenti, sementara 
persoalan bertambah terus. Karenanya orang Islam generasi berikutnya mencipta 
hukum untuk mengatasi persoalan tersebut. Tetapi jelas bahwa hukum ciptaan 
manusia ini tidak berdiri sendiri, tetapi bertitik tolak dari syariat Islam. Hukum 
Islam mengatur perilaku manusia dalam dua dimensi, vertikal, hubungan manusia 
dengan Tuhan, dan horizontal, hubungan manusia dengan sesama.8  
                                                             
5Mohd. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya 
Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Edisi Revisi Cet, I; Jakarta: Sinar, 
Grafika Offest, 2004), h. 2. 
6Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), (Cet I; 
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2002), h. 189. 
7Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), h. 219-
220.  
8Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, (Cet I; 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 61-62.  
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Dalam syariat Islam, semua aturan hukum, baik tentang komunikasi 
dengan Tuhan maupun dengan manusia, diberlakukan dengan nama Tuhan, tidak 
lepas dari keberadaannya sebagai hukum Tuhan. Pelanggaran terhadap hukum 
“duniawi” seperti berbohong atau curang dalam jual beli, tetap dinilai sebagai 
kesalahan, kendati yang tahunya hanya diri sendiri.9  
4. Sumber Hukum Islam10 
Kata sumber merupakan terjemahan dari lafz َ ا َل َم َص د َر , yang jama’-nya 
َ ا َمل َص َدا َر  yang mempunyai arti asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk sesuatu. 
Dan apabila dikaitkan dengan hukum Islam, maka akan menjadi  َم َص َدا َرَ اَ  ل َح َك َما  
(sumber-sumber hukum Islam). Namun kata tersebut dalam  kitab–kitab klasik 
yang dihasilkan oleh para ulama salaf, baik ulama-ulama fikih maupun ulama 
ushul fikih tidak pernah ditemukan, karena penggunaan kata sumber dalil dalam 
kajian hukum Islam, mereka selalu menggunakan istilah dalil-dalil syarak 
(  َدلأاَ لَ ة َشلا َر َعَ يَ ة ). Secara terminologi, dalil mengandung pengertian: suatu petunjuk  
yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum syarak 
yang bersifat praktis baik yang statusnya qath’I (pasti) maupun zhanni (relatif). 
Pada umumnya terdapat dua pandangan mengenai sumber hukum, yakni: 
Pertama, Inti hukum yang sebenarnya ialah ketentuan yang dipaksakan kepada 
masyarakat oleh sesuatu kekuasaan; kedua, hukum timbul dari masyarakat sendiri. 
 Pandangan pertama melihat hukum sebagai sesuatu yang datang dari atas 
ke bawah, sedang pandangan yang kedua melihantnya sebagai sesuatu yang 
tumbuh dari bawah ke atas.َ Adapun menurut pengertian Islam yang menganut 
kepercayaan, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari 
Tuhan, maka hukum Islam pun berasal dariَ Tuhan. Dan karena Tuhan 
menyatakan peraturan-peraturan yang dikehendakinya melalui wahyu-wahyunya 
yang disampaikan kepada Nabi Muhammad yang kemudian dikumpulkan dan 
                                                             
9Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Cet V; Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 1999), 13. 
10Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, (Cet. II;  Jakarta: PT. Bulan 
Bintang, 1998), h. 91.  
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disusun dalam satu kitab al-Qur’an, maka al-Qur’an adalah sumber hukum Islam 
dan bahkan sumber hukum yang pertama.  
 Dan karena pelaksanaan hukum-hukum Tuhan itu dapat diketahui dari 
praktek-praktek yang dijalankan oleh Nabi, baik yang berupa ucapan-ucapan 
beliau ataupun perbuatan-perbuatan beliau yang dikenal sebagai Sunnah Nabi, 
maka Sunnah Nabi ini pun menjadi sumber hukum pula, yakni sumber hukum 
kedua. 
 Sesudah al-Qur’an dan Sunnah Nabi ada lagi sumber hukum yang ketiga 
dan keempat, yakni ijma dan qias. Di sini barulah menyangkut soal penguasa, 
masyarakat dan akal sebagai sumber-sumber hukum, karena ijma mengandung 
juga pengertian-pengertian otoritas, baik kemasyarakatan maupun pemerintah, 
sedang qiyas menggambarkan sesuatu wibawa akal. 
 Penggunaan empat sumber tersebut adalah firman Allah yang terdapat 
dalam QS. An-Nisa/4: 59 : 
َ َ َ  ََ   َ َ  َ  َ ََ  َ
 ََ َ  َ ََ  َ َ َ َ َ  َ
  ََ َ َ  َ َََ
Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.11 
Perintah untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya adalah perintah mengikuti 
al-Qur’an dan Sunnah. Sedang perintah untuk menaati orang yang memegang 
kekuasaan adalah pemerintah untuk mengikuti hukum-hukum dan ketentuan-
                                                             
11Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Indiva, h. 87. 
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ketentuan yang dibuat dan disetujui oleh badan-badan yang mempunyai 
kekuasaan membuat UU dari golongan kaum muslimin. Adapun perintah untuk 
memulangkan perkara yang dipersilihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah 
perintah untuk menggunakan analogi (kias) selama tidak ada nash dan ijmak. 
a. Al-Qur’an sebagai sumber hukum 
Al-Qur’an berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi adalah masdar 
dari kata َ أ  ر ق  setimbang dengan kata  َن  ل ع ف  dengan arti bacaan berbicara tentang 
apa yang tertulis padanya, atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini kata  
 ًَنا  ر ق berarti  َء  و  ر ق  م yaitu isim maf’ul dari kata  َ ا  ر ق. Hal ini sesuai dengan firman 
Allah dalam QS. Al-Qiyamah/75: 17-18: 
 َ  َ  َ   ََ َ  َ  َ  َََ
Terjemahnya: Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di 
dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami 
telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.12 
Kata Al-Qur’an digunakan untuk maksud nama kitab suci yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad saw., bila dilafazkan dengan menggunakan alif lam 
berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengannya, sebagaimana firman 
Allah QS. Al-Isra/17: 9:  
 ََ َ َ َ َ  َ  َ   ََ
  َ  َ َ َ َ  َََ
Terjemahnya:   Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) 
yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang 
                                                             
12Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 577. 
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Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada 
pahala yang besar. 13 
b. Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam 
 Sunnah secara etimologi berarti cara yang dibiasakan atau cara yang 
terpuji, sunnah lebih umum disebut dengan hadis yang mempunyai beberapa arti 
secara etimologis, yaitu: Qarib, arti dekat, jadid artinya baru, khabar artinya 
berita atau warta. 
 Dari beberapa arti tersebut, yang sesuai dengan pembahasan ini adalah 
hadis dalam arti khabar, seperti tersebut dalam firman Allah swt, surat At-Tur/52: 
34:  
   َ   َ   ََ  َ َََ
Terjemahnya:  Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal al- 
Qur’an itu jika mereka orang-orang yang benar14 
 
 Dalam hadis Nabi saw., kata hadis dipakai dengan arti khabar, terdapat 
dalam sabdanya:  
َ ي َو َش َكََ ا َحَ د َك َمََ ا َنََ يَ ق َو َلَهآَ ذ َكَاَ ت َباََ اللَ َم َكَا َناََ ف َي َهَ َم َنَ َحَ  ل َلََ ا َحَ َل لَ نَ هاَ َو َم َكَا َناََ ف َي َهَ َم َنَ
 َح َر َماَ َح َر َمَ نَ هاََ اَ  لّ َمَ َنََ َب لَ غَ هَ َعَ  ن َحَى َد َي َثََ ف َكَ ذ َبََ ب َهََ فَ قَ دَ َكَ ذ َبََ ثَ  لَ ثَ ةََ اَ للَ َو َر َس َوَ لَ هَ َوَ لا َذ َيَ
 َحَ د َثََ ب َهَىمرادلاوَدمحاَهاور()  
 
Artinya: “Hampir-hampir akan ada seseorang di antara kamu yang akan berkata, 
Ini kitab Allah, apa yang halal di dalamnya kami halalkan dan apa yang 
haram di dalamnya kami haramkan.” Ketahuilah, barang siapa sampai 
kepadanya suatu ‘khabar’ dari aku, lalu ia dustakan berarti ia telah 
mendustakan Rasul-Nya dan mendustakan orang yang menyampaikan 
berita itu. (HR. Ahmad dan Ad-Dharimi).15 
 
 Pengertian sunnah secara terminologi bisa dilihat dari tiga bidang ilmu, 
yaitu ilmu hadis, ilmu fiqih dan ilmu ushul fiqih. Menurut ulama ahli hadis, 
                                                             
13Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.283. 
 14Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnnya, h. 525. 
 15Khairul Umam, dkk., Ushul Fiqih 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 60.  
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sunnah identik dengan hadis, yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi 
Muhammad saw., baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya sebagai 
manusia biasa termasuk akhlaknya baik sebelum atau sesudah menjadi Rasul.  
 Menurut ulama ushul fiqih, sunnah diartikan: 
 َر يَ  ر ق تَ  و اَ  ل ع فَ  و اَ  لَ  و قَ  ن  مَ  نآ  ر ق لا  ر ي  غَ.م.صَ   ى ب نلاَ  ن عَ  ر د  صا  م.  
Artinya:  semua yang lahir dari Nabi saw., selain al-Qur’an baik berupa perkataan, 
perbuatan ataupun pengakuan. 
 
 Jelasnya, setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi saw., yang 
berkaitan dengan hukum dinamakan hadis. Adapun sunah menurut para ahli fiqih, 
di samping mempunyai arti seperti yang dikemukakan para ulama ushul fiqih, 
juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklifi, yang mengandung pengertian, 
“Perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak 
berdosa”.16 
 
c. Ijma’17 
 Ijma’ menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang 
sesuatu hal, seperti perkataan seseorang: 
ا ذ كَى ل عَ م  و قل اَ  ع  م  ج ا 
Artinya: kaum itu telah sepakat atau sependapat tentang yang demikian itu.18 
 Menurut istilah sebagaimana yang didefenisikan oleh  Saefuddin  al-Amidi 
َ ا َ  ل َج َمَ عاََ ه َوََ اَ تَ ف َقاََ َا ل َم َجَ ت َه َدََ  ي َنَ َم َنََ  لا َم َةَ َلا َسَ  ل َمَ يَ ةََ ف َمَرصعَى َنَ َعَروصعلاَ لىَ
 َح َك َمَ َش َرَ َع َيََ ب َعَ دَ َوَ فَ ةاَ َرلاَ َس َو َلَ َص َ ل َعَاللَيَ ل َي َهَ َو َسَ ل َم  
Artinya:َ  Ijma’, ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara’ 
pada suatu masa tertentu dari suatu peristiwa yang terjadi setelah 
Rasulullah saw. meninggal. 
 
                                                             
 16 Khairul Umam, dkk., Ushul Fiqih 1, h. 61. 
17Eko Siswanto, Deradikalisasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Maslahalat (Cet I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2012),  h. 193-199. 
 18Misbahuddin, Ushul Fiqh I, (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 110.  
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 Sebagai contoh ialah setelah Rasulullah saw., meninggal dunia diperlukan 
pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum 
muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah 
dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar ra. sebagai khalifah 
pertama. Sekalipun pada permulaannya ada yang kurang menyetujui 
pengangkatan Abu Bakar itu, namun kemudian semua kaum muslimin 
menyetujuinya. Kesepakatan yang seperti ini dapat dikatakan ijma’. 
1) Rukun Ijma’ 
a) Saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya ijmak. Terdapat 
sejumlah orang yang berkualitas mujtahid, karena kesepakatan itu tidak 
berarti bila yang sepakat itu hanya seorang. Bila pada suatu masa tidak ada 
mujtahid sama sekali atau ada tapi hanya seorang, maka ijmak tidak dapat 
terlaksana secara hukum. 
b) Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa 
memandang kepada negeri asal, jenis, dan golongan mujtahid. Kalau yang 
mencapai kesepakatan itu hanya sebagian mujtahid, atau mujtahid 
kelompok tertentu, wilayah tertentu atau bangsa tertentu, maka 
kesepakatan itu tidak dapat disebut ijmak, karena ijmak itu hanya tercapai 
dalam kesepakatan menyeluruh. 
c) Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid 
mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, secara 
terang-terangan, baik pendapatnya itu dikemukakan dalam bentuk ucapan 
dengan mengemukakan fatwa tentang hukum kejadian itu, atau dalam 
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bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dalam 
kedudukannya sebagai hakim. Penyampaian pendapat itu mungkin dalam 
bentuk perorangan yang kemudian hasilnya sama, atau secara bersama-
sama dalam satu majelis yang sudah bertukar pikiran ternyata terdapat 
kesamaan pendapat.19 
2) Syarat Ijma’ 
a) Tetap melalui jalan shahih, yaitu dengan kemasyhurannya di kalangan 
ulama, dan yang meriwayatkannya orang yang terpercaya serta luas 
ilmunya. 
b) Tidak didahului oleh khilaf yang telah tetap sebelumnya, jika didahului 
oleh hal itu, maka bukanlah ijmak, karena perkataan tidak batal dengan 
kematian yang mengucapkannya. 
3) Kehujjahan Ijmak 
 Menurut ulama Sunni, bahwa ijmak merupakan hujjah syar’iyyah. Mereka 
berargumentasi kepada beberapa ayat al-Quran di antaranya adalah Q.S. An-Nisa’ 
/4: 115: 
 َ َ ََ ََ  َ َ  َ   َ َ َ
   َ   ََ  َ    َ ََ َ  ََ 
Terjemahnya: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran 
baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang 
mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah 
dikuasainya itu. dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan 
Jahannam itu seburukburuk tempat kembali.20  
                                                             
 19Misbahuddin, Ushul Fiqh I, h. 113-114.  
20Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 97 
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d. Qiyas21 
Qiyas ialah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada 
kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumya 
karena adanya segi-segi persamaan alam antara keduanya yang disebut “illat”. 
Qiyas sebagai sumber hukum Islam menduduki tempat yang keempat, 
yakni sesudah al-Qur’an, Hadis dan ijma’. Bila dibandingkan dengan Ijma’, maka 
qiyas lebih luas pemakaiannnya daripada Ijma’, karena banyak sekali hukum-
hukum Islam diambil dari qiyas, sebab ketentuan-ketentuan hukum yang 
didasarkan kepada ijma’ terbatas jumlahnya dan tidak ada lagi ketentuan-
ketentuan yang baru. Hal ini disebabkan karena ulama-ulama Islam berbagai-
bagai negeri Islam sudah meninggalkan prinsip musaywarah-ilmiah-bersama 
(seminar-seminar keilmuan), dan karena sesudah lewat masa pertama (masa 
Khulafa ar Rasyidin) ijma’ dalam arti yang sebenarnya tidak mugkin terwujud 
lagi. Ada baiknya kalau di sini disebutkan beberapa contoh penetapan hukum 
berdasarkan Qiyas: 
Dalam ketentuan wasiat disebutkan bahwa seseorang tidak boleh 
mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya untuk orang lain (dan dilaksanakan 
sesudah ia meninggal), kecuali apabila ahli waris, maka hukumnya dipersamakan 
dengan wasiat, yakni seseorang tidak boleh memberikan wakaf ketika mengalami 
sakit-beratnya lebih dari sepertiga hartanya, karena baik wasia maupun pemberian 
wakaf adalah perbutan amal-kebaikan (tabarru-i) karena banyaknya segi-segi 
persamaan hukum antara keduanya, maka para fuqaha menyatakan bahwa 
kebanyakan ketentuan wakaf diambil dari wasiat. 
                                                             
21Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Cet. VI; Jakarta: PT. Bulan 
Bintang, 1991), h, 63.-65. 
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Dari contoh tersebut kita bisa mengetahui kedudukan qiyas dalam 
penetapan hukum, dan merupakan cara yang sangat penting dalam memperluas 
daerah berlakunya ketentuan-ketentuan (nas-nas) yang terbatas, sehingga bias 
mencakup setiap peristiwa-peristiwa hukum yang baru. 
5. Tujuan Hukum Islam22 
Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, 
sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing 
disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat. Kebutuhan primer 
(daruriyyat) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dengan dipelihara 
sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar 
terwujud. Kebutuhan sekunder (hajjiyat) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk 
mencapai kehidupan primer, misalnya: kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, 
yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier 
(tahsiniyyat) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan 
sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia 
dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain.  
Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh 
manusia dalam kehidupannya sehari-hari. 
Ketiga, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang 
berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti telah disinggung sebelumnya, dengan 
mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi 
kehidupan.23 
 
B. Tinjauan Umum Asuransi Syariah 
1. Pengertian Asuransi Syariah 
                                                             
22Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), h. 50-
55. 
23Mustofa, Abdul Wahid, h. 6-7.   
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Secara etimologi, asuransi berasal dari bahasa Inggris yakni insurance 
sedangkan menurut para tokoh memaknai ini dengan asuransi dan jaminan.24 
Asuransi juga diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang 
yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat 
diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi 
anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung 
bersama.25 
Asuransi dalam kajian ekonomi adalah suatu aransemen ekonomi yang 
menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan di masa akan 
datang kerena berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (vermoegen) 
seorang individu. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus bersifat tidak tetap 
(casual) bagi individu yang dipengaruhinya, sehingga setiap kejadian merupakan 
peristiwa yang tak terduga. Asuransi membagi rata segala akibat yang merugikan 
atas serangkaian kasus yang terancam oleh bahaya yang sama namun belum 
benar-benar terjadi. 
Asuransi atau disebut juga dengan at-Ta’min adalah transaksi perjanjian 
antara dua belah pihak. pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak 
lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika 
terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang 
dibuat. 
                                                             
24Hasan Ali , Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 57. 
25Mohammad Muslehuddin, Asuransi dalam Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 3. 
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Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru dan belum 
pernah ditemukan dalam literatur-literatur fikih klasik, sehingga asuransi sendiri 
menurut pandangan hukum Islam termasuk masalah ijtihadi. Asuransi juga 
bertujuan untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan 
yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan.26 Dalam konsep asuransi syariah, 
asuransi disebut dengan takaful, ta’min dan Islamic insurance. Takaful berarti 
saling menanggung antara umat manusia sebagai makhluk sosial. At-Ta’min 
berasal dari kata‚ amanah yang berarti memberikan perlindungan, kata aman serta 
bebas dari rasa takut. Adapun Islamic Insurance mengandung makna‚ 
pertanggungan atau saling menanggung.27 
Wahbah mengatakan asuransi dalam dua bentuk yaitu at-Ta’min 
atta’awuni dan at-Ta’min bi al-Qissabit. at-Ta’min at-Ta’awuni atau asuransi 
tolong-menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah 
uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat 
kemudharatan. Sedangkan at-Ta’min bi al-Qis sabit atau asuransi dengan 
pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah 
uang kepada asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan 
perjanjian apabila peserta mendapat kecelakaan ia diberi ganti rugi.28 
Sedangkan menurut Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian 
muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara 
                                                             
26Mohammad Muslehuddin, Asuransi dalam Islam, h. 3. 
27Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 243.  
28Hasan ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 64.  
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satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Asuransi 
syariah yang diartikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di 
antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau 
tabarru’ memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu 
melalui akad yang sesuai dengan syariah.  
Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman 
umum asuransi syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah 
(ta’min, takaful, atau tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong- 
menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset 
dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko 
tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. 
Asuransi syariah dalam pengelolaannya tidak memperbolehkan adanya 
gharar (ketidakpastian atau spekulasi) dan maysir (perjudian). Dalam investasi 
atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba (bunga). Ketiga larangan 
ini, garar, maysir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktek 
asuransi syariah, dan inilah yang menjadi identintas sebagai pembeda dengan 
asuransi konvensional.29 
 
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah 
a.  Hukum positif 
Indonesia mengenal asuransi sejak zaman kolonial Belanda, dibuktikan 
dengan dimuatnya asuransi pada pasal 243 Kitab Undang-undang Hukum  
Dagang (KUHD) tahun 1992 asuransi di Indonesia lebih diperkuat dengan 
dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Pemerintah 
                                                             
29Muhammad Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (Jakarta: Gema Insani, 
2005), h. 2.  
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sebagai pelaksana undang-undang, mengeluarkan PP No. 73 Tahun 1992 tentang 
penyelenggaraan usaha perasuransian yang merupakan penjabaran dan penjelasan 
terhadap UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.  
PP No. 73 Tahun 1992 ini telah dirubah dua kali yaitu pada tahun 1999, 
dengan dikeluarkannya PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 
Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian dan pada tahun 2008 
dengan dikeluarkannya PP No. 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas PP 
No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Menkeu 
merupakan menteri yang bertanggung jawab terhadap usaha perasuransian. Untuk 
itu, Menkeu mengeluarkan beberapa keputusan yang menunjang pelaksanaan 
usaha perasuransian. 
Dasar hukum Asuransi di Indonesia sudah sangat kuat, karena diatur 
dalam UU, PP dan juga keputusan Menkeu. Dengan demikian, maka pelaksanaan 
usaha asuransi di Indonesia harussesuai dengan UU, PP dan juga keputusan 
Menkeu. 
a.  Hukum Islam (syariah) 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang 
mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat Islam di 
Indonesia. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh 
MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas 
lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa DSN yang berhubungan dengan asuransi 
syariah.30 
                                                             
30 Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Lihat 
Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad Mudarabah Musyarakah Pada Asuransi 
Syariah. Lihat Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi 
dan reasuransi Syariah. Lihat juga Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru’ pada 
Asuransi Syariah. 
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Al-Qur’an sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan 
tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan 
tidak munculnya istilah asuransi atau at-Ta’min secara nyata dalam al-Qur’an. 
Walaupun begitu al-Qur’an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai 
muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar 
tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap 
peristiwa kerugian dimasa yang akan datang sebagaimana firman Allah swt. QS. 
Al-Maidah/5: 2:  
   …َ َ َ ََ َ َ َ  َ ََ
  َََ ََ ََََ
Terjemahnya:… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya.31 
 
Ayat di atas memuat kata perintah (amr) yaitu tolong menolong antar 
sesama manusia, dalam bisnis asuransi ini dilihat praktek kerelaan anggota untuk 
menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru’) yang 
berbentuk rekening tabarru’ berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang 
sedang mengalami musibah.32 Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, 
kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah.  
                                                             
31Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 106. 
32Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 105-106.  
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Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia juga 
diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah 
berfirman QS. An-Nisa/4: 9: 
 …َََ  َ َ  َ  ََ َ َ
  ََ  َ َ  َََ
Terjemahnya: …Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar.33 
 
Beberapa prinsip dasar asuransi syariah. Pertama, Prinsip saling 
bertanggung jawab, saling tolong menolong dan Prinsip saling melindungi dari 
segala penderitaan. Selain dari tiga prinsip pokok tersebut, ada lagi beberapa 
prinsip yang harus ada dalam asuransi syariah antara lain prinsip tauhid (unity), 
keadilan (justice), amanah (al-amanah), kerelaan (ar-rida), dan sebagainya. 
Prinsip ini penting karena dalam asuransi syariah tidaklah terlalu jauh berbeda 
dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara 
komprehensif dan bersifat major.34 
Asuransi syariah hendaknya harus dilandasi dengan prinsip ketauhidan, 
sehingga dalam melakukan aktivitas asuransi ada semacam keyakinan dalam hati 
bahwa Allah swt. selalu mengawasi seluruh gerak-gerik manusia yang 
                                                             
33Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 78.  
34AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam,  h. 126. 
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bertransaksi tersebut.35 Keadilan dalam pelaksanaan asuransi syariah harus 
dipahami sebagai upaya untuk menempatkan  hak dan kewajiban antara nasabah 
(anggota) dan  perusahaan  asuransi yaitu yang Pertama, mewajibkannya untuk 
selalu membayar iuran uang premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan 
asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika 
terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berpungsi sebagai 
lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) 
kepada nasabah. Jika ada keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi 
dari hasil investasi dana nasabah, maka harus dibagai sesuai dengan akad yang 
disepakati ketika transaksi dilakukan.36 
Prinsip amanah bagi perusahaan asuransi dapat terwujud dalam nilai-nilai 
akuntabilitas persahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode secara 
benar. Adapun prinsip amanah bagi peserta asuransi adalah kewajiban para 
nasabah untuk menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan 
pembayaran premi sebagaimana yang telah disepakati bersama dan dilarang 
memberi informasi yang tidak. 
Kerelaan yang berlaku untuk ekonomi Islam juga berlaku untuk 
perusahaan asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, unsur kerelaan untuk 
menyetorkan dana tabarru’ yang dapat digunakan untuk membantu sesama 
anggota jika ada yang mendapat musibah.37  
                                                             
35AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 134 
36AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 127.  
37AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 130.  
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b. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional38 
Perbedaan yang utama terletak pada prinsip dasarnya. Asuransi syariah 
menggunakan konsep takaful, bertumpu pada sikap saling tolong-menolong dalam 
kebaikan dan ketakwaan (wata’wanu alal birri wat taqwa) dan tentu saja memberi 
perlindungan (at-Ta’win). Satu sama lain saling menannggung musibah yang 
dialami peserta lain.39 
NO. PRINSIP KONVENSIONAL SYARIAH 
1.  Konsep  Perjanjian antara dua pihak 
atau lebih, dengan mana 
pihak penanggung 
mengikatkan diri dengan 
pihak tertanggung, dengan 
menerima premi asuransi, 
untuk memberikan 
pergantian kepada 
tertanggung. 
Sekumpulan orang 
yang saling membantu, 
saling menjamin, dan 
bekerjasama, dengan 
cara masing-masing 
mengeluarkan dana 
tabarru’ 
2.  Asal Usul Dari masyarakat babilonia 
4000-3000 SM yang 
dikenal dengan perjanjian 
Hammurabi. Dan tahun 
1668M di Coffe House 
London berdirilah Lloyd 
of 
London sebagai cikal 
bakal 
asuransi konvensional. 
Dari al-Akidah, 
kebiasaan 
suku Arab jauh 
sebelum 
Islam datang. 
Kemudian 
disahkan oleh 
Rasulullah 
menjadi hukum Islam, 
bahkan telah tertuang 
dalam konstitusi 
pertama 
di dunia (Piagam 
Madinah) yang dibuat 
langsung Rasulullah. 
                                                             
 38Wirdaningsih, Karnaen dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana 
Prenada Media, 2005, h. 185-187. 
39Rahmawati Muin, Lembaga Keuangan Syariah: Bank dan Non Bank, (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2014), h. 96.   
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3.  Sumber Hukum Bersumber dari pikiran 
manusia dan kebudayaan. 
Berdasarkan hukum 
positif, 
hukum alami dan contoh 
sebelumnya. 
Bersumber dari wahyu 
Ilahi Sumber hukum 
dalam syariah Islam 
adalah al-Quran, 
Sunnah, Ijmak, 
Fatwa Sahabat, Kiyas, 
Istihsan, ‘urf (Tradisi), 
dan Maslalah Mursalah 
4.  Maysir, Gharar, 
Riba 
Tidak selaras dengan 
syariah Islam karena 
terdapat 3 hal ini. 
Bersih dari praktik 
Maysir, Gharar, dan 
Riba 
5.  DPS (Dewan 
Pengawas 
Syariah) 
Tidak ada. Sehingga 
didalam praktiknya banyak 
bertentangan dengan 
kaidah-kaidah syara’ 
Ada, yang berfungsi 
untuk mengawasi 
pelaksanaan 
operasional 
perusahaan agar 
terbebas dari praktik-
praktik muamalah yang 
bertentangan dengan 
prinsip-prinsip syariah. 
6.  Akal Akad jual beli (akad 
mu’awadoh, akad idz’an, 
akad gharrar, dan akad 
mulzim) 
Akad tabarru’ dan akad 
tijarah (mudarabah, 
wakalah, wadi’ah, 
sirkah, dan sebagainya) 
7.  Jaminan/ risk 
(risiko) 
Transfer of risk, dimana 
terjadi transfer risiko dari 
tertanggung kepada 
penanggung 
Sharing of risk, dimana 
terjadi proses saling 
menanggung antara 
satu peserta dengan 
peserta lain (ta’awun) 
8.  Pengelolaan 
dana 
Tidak ada pemisahan dana, 
yang berakibat terjadinya 
dana hangus (untuk 
produk saving life) 
Pada produk-produk 
saving life terjadi 
pemisahan dana, yaitu 
dana tabarru’, derma 
dan dana peserta, 
sehingga tidak 
mengenal dana hangus. 
Sedangkan untuk 
term insurance (life) 
dan general 
insurance semuanya 
bersifat tabarru’. 
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9.  Investasi Bebas melakukan investasi 
dalam batas-batas 
ketentuan perundang-
undangan. Dan tidak 
terbatasi pada  halal 
haramnya objek atau 
sistem investasi yang 
digunakan. 
Dapat melakukan 
investasi sesuai 
ketentuan 
perundang-undangan, 
sepanjang tidak 
bertentangan dengan 
prinsip-prinsip syariah 
Islam. Bebas dari riba 
dan tempat-tempat 
investasi yang 
terlarang. 
10. Kepemilikan 
Dana 
Dana yang terkumpul dari 
premi peserta seluruhnya 
menjadi milik perusahaan. 
Perusahaan bebas 
menggunakan dan 
menginvestasikan ke mana 
saja. 
Dana yang terkumpul 
dari peserta dalam 
bentuk iuran atau 
kontribusi, merupakan 
milik peserta (sahibul 
mal), asuransi syariah 
hanya sebagai 
pemegang amanah 
(mudarib) dalam 
mengelola dana 
tersebut. 
11. Unsur Premi Unsur premi terdiri dari 
tabel mortalita (mortality 
tables), bunga (interest), 
biaya-biaya asuransi (cost 
of insurance) 
Iuran atau kontribusi 
terdiri dari unsur 
tabarru’ dan tabungan 
(yang tidak 
mengandung unsur 
riba). Tabarru’ juga 
dihitung dari mortalita, 
tetapi tanpa 
perhitungan bunga 
teknik. 
12. Loading Loading pada asuransi 
konvensional cukup besar 
terutama untuk komisi 
agen, bisa menyerap premi 
tahun pertama dan kedua. 
Karena itu, nilai tunai pada 
tahun pertama dan kedua 
biasanya belum ada (masih 
hangus) 
Pada sebagian asuransi 
syariah, loading 
(komisi agen), tidak 
dibebankan kepada 
peserta tapi dari dana 
pemegang saham. 
Namun pada sebagian 
yang lainnya 
mengambilkan dari 
sekitar 20-30% saja 
dari premi tahun 
pertama. Dengan 
demikian nilai tunai 
tahun pertama 
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sudah terbentuk. 
13. Sumber 
Pembayaran 
Klaim 
Sumber biaya klaim 
adalah dari rekening 
perusahaan, sebagai 
konsekuensi penanggung 
terhadap tertanggung. 
Murni bisnis dan tidak ada 
nuansa spiritual. 
Sumber pembayaran 
klaim diperoleh dari 
rekening tabarru’, yaitu 
peserta saling 
menanggung. Jika 
salah satu peserta 
mendapat musibah, 
maka peserta lainnya 
ikut menanggung 
bersama risiko. 
14.  Sistem 
Akuntansi 
Menganut konsep 
akuntansi accrual basis, 
yaitu proses akuntansi 
yang mengakui terjadinya 
peristiwa atau keadaan 
nonkas. Dan, mengakui 
pendapatan, peningkatan 
assets, expenses, liabilities 
dalam jumlah tertentu 
yang baru akan diterima 
pada waktu yang akan 
datang. 
Menganut konsep 
akuntansi cash basis, 
mengakui apa yang 
benar-benar telah ada, 
sedangkan accrual 
basis dianggap 
bertentangan dengan 
syariah karena 
mengakui adanya 
pendapatan, harta 
beban, atau utang yang 
akan terjadi pada masa 
yang akan datang. 
Sementara apakah itu 
dapat benarbanar 
terjadi, hanya Allah 
yang tahu. 
15. Keuntungan/ 
Profit 
Keuntungan yang 
diperoleh 
dari surplus underwriting, 
komisi reasuransi dan hasil 
investasi seluruhnya 
adalah 
keuntungan perusahaan. 
Profit yang diperoleh 
dari 
surplus underwriting, 
komisi reasuransi dan 
hasil investasi, bukan 
seluruhnya menjadi 
milik 
perusahaan, tetapi 
dilakukan bagi hasil 
(mudarabah) dengan 
peserta. 
16. Visi dan Misi Secara garis besar misi 
utama dari asuransi 
konvensional adalah misi 
ekonomi dan misi sosial. 
Misi yang diemban 
dalam asuransi syariah 
adalah misi akidah, 
misi ibadah (ta’awun), 
misi ekonomi (iqtisad), 
dan misi 
pemberdayaan umat 
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3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah  
Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan 
kokoh. Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa memiliki 
prinsip-prinsip yang menjadi pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan 
perasuransian, yaitu Insurable Interest (kepentingan yang dipertanggungkan), 
Utmost Good Faith (kejujuran sempurna), Indemnity (indemnitas), Subrogation 
(subrogasi), Contribution (kontribusi), Proximate Cause (kausa proksimal).40 
Begitu pula dalam hal ini, asuransi syariah terdapat 10 macam prinsip dasar, yaitu 
tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, 
larangan riba‟, larangan judi dan larangan gharar (Ketidak-pastian). 
a. Tauhid (unity)  
Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan 
ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syari‟at 
Islam. Asuransi syariah tentu harus mengoperasikan nilai-nilai ketuhanan 
sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-Hadid/57: 4 yang artinya  
....…َ َ َ ََ َ… 
Terjemahnya: ... dan Dia selalu bersamamu di mana pun kamu berada...41 
b. Keadilan (Justice)  
Prinsip berkeadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan 
jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dengan akad.  
c. Tolong-menolong (Ta’awun)  
                                                             
40Hasan Ali, Asuransi Syariah-Berkah Terkahir yang Tak Terduga, h. 18  
41Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 538. 
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Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong-menolong 
dan saling menghormati antar anggota yang terikat pada akad. Hal ini ditegaskan 
dalam firman Allah QS. Al-Maidah/5: 2.  
   …َ َ َ ََ َ َ َ  َ ََ
  َََََ ََ 
Terjemahnya: … dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya.42 
d. Kerjasama  
Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia 
bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerja sama dapat berbentuk akad perjanjian, 
yaitu mudharabah dan musyarakah. Kerja sama di antara pihak-pihak dibenarkan 
oleh agama Islam.  
e. Amanah  
Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai 
akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang 
besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Prinsip amanah ini akan 
melahirkan saling percaya. Untuk itu setiap perusahaan asuransi syariah wajib 
memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparansi 
dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syarat Islam.  
 
                                                             
42Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 106.  
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f. Kerelaan  
Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta 
sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad. Prinsip 
ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa/4: 29  
 … ََ   …َ 
Terjemahnya:  ... Kerelaan di antara kamu sekalian...43 
 
g. Larangan Riba  
Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk 
memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau cara bathil, sebagaimana 
firman Allah  dalam surah Al-Baqarah/2: 278 : 
 َ َ َ ََ  ََ َ َ َ َ َ
  ََ 
Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian 
kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba 
(yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang 
beriman.”.44 
 
h. Larangan Maysir (judi)  
Prinsip larangan maysir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk 
menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah 
harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi 
sebagaimana firman Allah melarang maysir (judi) QS. Al-Maidah/5: 90 
                                                             
43Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 83  
44Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 47 
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َ َ َ  َ  َ َ َ َ َ َ
  َ َ    َ َ  َََ
 
Terjemahnya:  Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. 
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan.45 
 
i. Larangan Gharar (ketidakpastian)  
Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam satu 
kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidak-pastian 
dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan. Rasulullah 
Shallallahu „Alaihi Wasallam bersabda tentang gharar dalam hadis yang artinya 
“Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam 
melarang jual-beli hashah dan jual-beli gharar.” (HR. Bukhari-Muslim). 
4. Akad-akad dalam Asuransi Syariah  
Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Hal itu berbeda 
dengan asuransi syariah yang memiliki tiga akad, yaitu:46 
a. Akad Tabarru‟  
Terdapat tiga ketentuan dalam akad tabarru‟ yaitu‟ (1) Akad tabarru‟ 
pada asuransi syariah, semua akad dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan 
kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial, (2) 
Dalam akad tabarru‟ sekurang-kurangnya harus disebutkan hak & kewajiban 
                                                             
45Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 123  
46Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga, h. 60.  
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masing-masing peserta secara individu, hak & kewajiban antara peserta secara 
individu dalam akad tabarru‟ selaku peserta dalam arti badan/kelompok, cara dan 
waktu pembayaran premi dan klaim.  
Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru‟ yang 
sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi, untuk 
kepentingan dana kebajikan atau tolong-menolong. Pihak yang memberi dengan 
ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerimad apapun dari 
orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta‟ala.  
Sesuai dengan fatwa MUI, kedudukan para pihak dalam akad tabarru‟ adalah 
sebagai berikut:  
1) Dalam akad tabarru‟ (hibah), peserta memberikan dana hibah 
yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain 
yang terkena musibah.  
2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima 
dana tabarru‟ (mu‟amman/mutabarra‟ lahu) dan secara kolektif 
selaku penanggung (mu‟ammin/mutabarri).  
3) Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar 
akad wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi.  
b. Akad Tijarah  
Akad lain yang dapat digunakan dalam bisnis asuransi syariah adalah akad 
tijarah (mudharabah). Bentuk akad ini didasarkan prinsip profit and loss sharing 
atau berbagi atas untung dan rugi. Dalam akad ini dana yang terkumpul dapat 
diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, di mana risiko investasi ditanggung 
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bersama antara perusahaan dan nasabah. Dalam akad ini hasil keuntungan akan 
diberikan sesuai dengan akad yang dibuat, sehingga tidak hanya mendapatkan 
keuntungan tapi juga peserta mendapatkan perlindungan risiko yang terjadi pada 
peserta. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan 
maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut.  
Perusahaan asuransi menggunakan akad mudharabah musytarakah, yaitu 
bentuk akad mudharabah di mana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya 
dalam kerjasama investasi tersebut. Fatwa MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 
tentang akad mudharabah musytarakah, dilakukan pada produk yang 
menggunakan unsur tabungan (saving).  
Terdapat dua hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan tentang 
ketentuan dalam akad tijarah dan akad tabarru‟, yaitu:  
1) Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru‟ bila pihak 
yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga 
menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.  
2) Jenis akad tabarru‟ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.  
c. Akad Wakalah bil Ujrah  
Perusahaan asuransi juga bisa menggunakan akad wakalah bil ujrah. Akad 
ini adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau 
reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain. 
Wakalah bil ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang 
mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru‟ (non-saving).  
1)  Ketentuan Akad Wakalah bi Ujrah  
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Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:  
a. Akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujrah  
b. Akad dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi atau 
reasuransi, baik dalam hal tabarru‟ maupun tabungan (saving).  
c. Objek wakalah bi ujrah meliputi kegiatan admistrasi, pengelolaan 
dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio 
resiko, pemasaran dan investasi.  
d. Dalam akad Wakalah bil Ujrah, sekurang-kurangnya harus 
disebutkan hak & kewajiban peserta dan perusahaan; besaran, cara 
dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi; dan syarat-syarat yang 
disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.  
2)  Kedudukan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah  
a. Dalam akad ini perusahaan bertindak sebagai wakil (yang 
mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan sebagaimana 
disebutkan.  
b. Peserta (pemegang polis) sebagai individu dalam produk saving 
bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa).  
c. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru‟ 
bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa).  
d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang 
diterimanya, kecuali atas izin muwakkil.  
e. Akad wakalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan 
tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko 
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terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah 
diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.  
f. Perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai wakil tidak berhak 
memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang 
digunakan adalah akad wakalah.  
Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari 
akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi 
melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan 
kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.47 
Akad secara bahasa berarti ar-ribthu atau ikatan, yaitu ikatan yang 
menggabungkan antara dua pihak. Menurut ulama fikih, akad adalah “Ikatan 
antara Ijab (penyerahan) dan Qabul (penerimaan) dalam bentuk (yang sesuai 
dengan) syariah, yang membawa pengaruh pada tempatnya.” Secara etimologis, 
perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu‟ahadah ittifa‟ atau akad. 
Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan. Kata 
akad berasal dari kata al-„Aqd, yaitu mengikat, menyambung atau 
menghubungkan (ar-Rabt).48 
Akad atau kontrak asuransi memiliki keterikatan pada kedua belah pihak 
dan dalam menjalankannya kedua belah pihak harus menerapkan asas-asas yang 
terdapat dalam hukum perjanjian. Asuransi syariah berbeda dengan kontrak 
asuransi konvensional. Hal ini karena asuransi syariah berlandaskan konsep 
                                                             
47Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, h. 136. 
48Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga, h. 61.  
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mudharabah. Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional 
mengeluarkan fatwa khusus tentang akad asuransi syariah. Akad dalam asuransi 
syariah yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan 
akad tabarru‟ dan dalam akad disebutkan hak dan kewajiban peserta dan 
perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi dan jenis akad tijarah dan 
tabarru‟ serta syarat-syaratnya sesuai jenis asuransi yang diakadkan 
C. Tinjauan Umum BPJS Kesehatan 
1. Pengertian BPJS Kesehatan 
BPJS Kesehatan adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi 
anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan 
tujuan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan 
hilangnya atau turunya sebagian besar penghasilan. Untuk memberikan pelayanan 
medis atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya suatu 
peristiwa, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. Artinya ini suatu 
jaminan sosial bagi seluruh rakyat, agar mendapatkan kebutuhan dasar hidup yang 
layak tanpa harus khawatir permasalahan keuangan yang akan dihadapi. 
Program BPJS adalah bentuk dari perwujudan UU No. 40 Tahun 2004 
tentang SJSN. Sementara pengertian program JKN adalah program jaminan sosial 
yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar 
kesehatan yang diselenggarakan nasional secara bergotong-royong wajib oleh 
seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala atau iurannya 
dibayari oleh Pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Dua peraturan pelaksanaan UU 
46 
 
 
SJSN, yaitu Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang PBI jaminan 
kesehatan49  dan Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.50 
2. Prinsip, Tujuan dan Penyelenggaraan BPJS Kesehatan51 
a. Prinsip BPJS Kesehatan 
Sebagaimana yang tertulis di dalam UU JKN diselenggarakan secara 
nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, kegotong-
royongan, kepesertaan, iuran berdasarkan persentase upah, dan prinsip Nirlaba.52  
1) Kegotong-royongan 
Prinsip kegotong-royongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta 
dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan 
dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan 
tingkat gaji, upah dan penghasilannya. Prinsip ini diwujudkan dalam 
mekanisme gotong-royong dari peserta yang mampu kepada peserta 
yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh 
rakyat; peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko 
tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip 
kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
                                                             
49Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima 
Bantuan Iuran Jaminan Sosial, pasal 1, angka 1. 
50 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan, Pasal 1 angka 1. 
51Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Kesehatan Nasional, Bab V, Bab VI. Lihat Undang-Undang  No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 9-18. Lihat Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012. Lihat 
Juga Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 
52Republik Indonesia, Undang-Undang RI. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Kesehatan Nasional, Pasal 19 (1).  
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2) Nirlaba 
Prinsip nirbala adalah prinsip pengelolaan usaha yang 
mengutamakan hasil pengembangan dana untuk memberikan 
manfaat sebesar-sebesarnya bagi seluruh peserta. Pengelolan dana 
amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi BPJS, 
akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah 
untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana 
amanat, hasil pengembangan dan surplus anggaran akan 
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. 
3) Keterbukaan 
Prinsip keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi 
yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta. 
4) Kehati-hatian 
Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, 
teliti, aman dan tertib. 
5) Akuntabilitas  
Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan 
pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung-
jawabkan 
6) Portabilitas  
Prinsip protabilitas adalah prinsip memberikan jaminan yang 
berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat 
tinggal dalam wilayah NKRI. 
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7) Kepesertaan bersifat wajib 
Prinsip kepesertaan yang bersifat wajib adalah prinsip yang 
mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, 
yang dilaksanakan secara bertahap. Kepesertaan wajib dimaksudkan 
agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. 
8) Amanat 
Prinsip dana amanat adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya 
merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-
besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial. 
9) Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya 
untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya 
kepentingan peserta. 
b. Tujuan JKN 
Tujuan Jaminan kesehatan, menurut UU adalah diselenggarakan dengan 
tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.53 
c.   Penyelenggaraan BPJS Kesehatan 
1) Landasan Hukum BPJS Kesehatan54 
Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dan memberi 
kewenangan penyelenggaraan JKN terbentang luas, mulai dari UUD NRI 1945 
hingga Peraturan Menteri dan Lembaga. Pemerintah telah mengundangkan 22 
                                                             
53Republik Indonesia, Undang-Undang RI. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Kesehatan Nasional, Pasal 19 ayat (2). 
54Asih Eka Putri, Paham JKN: Jaminan Kesehatan Nasional (Cet. I; Kantor Perwakilan 
Indonesia, 2014), h. 13-19 . 
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Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan 
program JKN dan tata kelola BPJS Kesehatan. 
Hingga akhir Februari 2014, dasar hukum penyelenggaraan program JKN 
dan tata kelola BPJS Kesehatan diatur dalam 2 Pasal UUD NRI 1945, 2 buah UU, 
6 Peraturan Pemerintah, 5 Peraturan Presiden, 4 Peraturan Menteri, dan  Peraturan 
BPJS Kesehatan. 
a) UUD NRI 1945 
Pasal 28H.55 dan Pasal 34.56  Tentunya ini adalah landasan hukum 
tertinggi dan terhormat, yang menegakkan hak-hak dasar warga negara atas 
pelayanan kesehatan secara nasional.  
b) UU NO. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(UU SJSN)  
UU SJSN menetapkan program JKN sebagai salah satu program 
jaminan sosial dalam SJSN. Di dalam UU ini diatur asas, tujuan, prinsip, 
organisasi, dan tata cara penyelenggaraan program JKN. 
c) UU NO. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (UU BPJS) 
UU BPJS adalah peraturan pelaksanaan UU SJSN. UU BPJS 
melaksanakan Pasal 5 UU SJSN pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam 
perkara No. 007/PUU-III/2005. UU BPJS menetapkan pembentukan BPJS 
                                                             
55Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 H, (1), 
(2), (3) 
56Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945 dan Pasal 34, 
(1), (2), (3).  
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Kesehatan untuk penyelenggaraan program JKN dan BPJS Ketenagakerjaan 
untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, 
jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 
d) Peraturan Pemerintah NO. 101 tentang Penerima Bantuan Iuran 
Jaminan Kesehatan (PP PBIJK)  
PP PBIJK memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur penetapan 
kriteria dan tata cara pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, 
penetapan PBIJK, pendaftaran PBIJK, pendanaannya, pengelolaan data PBI, 
serta peran masyarakat. 
e) Peraturan Pemerintah NO. 86 Tahun 2013  
PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 
Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan 
setiap orang, Peraturan ini mengatur ruang lingkup sanksi administratif, tata 
cara pengenaannya kepada pemberi kerja dan perorangan, serta tata cara 
pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan peserta dalam penyelenggaraan 
program jaminan sosial. 
f) Peraturan Presiden NO. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
(Perpres JK)  
Perpres JK adalah peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS. 
Perpres JK mengatur peserta dan kepesertaan JKN, pendaftaran, iuran dan 
tata kelola iuran, manfaat JKN, koordinasi manfaat, penyelenggaraan 
pelayanan, fasilitas kesehatan, kendali mutu dan kendali biaya, penanganan 
keluhan, dan penanganan sengketa. 
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g) Peraturan Presiden NO. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Peraturan Presiden NO. 12 Tahun 2013 (Perpres Perubahan 
Perpres JK)  
Menjelang penyelenggaraan JKN pada 1 Januari 2014, ditemukan 
beberapa ketentuan dalam Perpres JK yang perlu disesuaikan dengan 
kebutuhan penyelenggaraan JKN. 
h) Peraturan Presiden NO. 107 Tahun 2013  
Perpres ini mengatur jenis pelayanan kesehatan bagi Kementerian 
Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara RI 
yang tidak didanai oleh JKN. Pelayanan kesehatan tersebut diselenggarakan 
di fasilitas kesehatan milik Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI, serta 
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
i) Peraturan Menteri Kesehatan NO. 59 Tahun 2014  
Peraturan Menkes No. 59 Tahun 2014 tentang standar tarif 
pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas 
kesehatan tingkat lanjutan. 
j) Peraturan Menteri Kesehatan NO. 71 Tahun 2013  
Permenkes ini mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan oleh program JKN, tata cara kerjasama fasilitas kesehatan dengan 
BPJS Kesehatan, sistem pembayaran fasilitas kesehatan, sistem kendali 
mutu dan kendali biaya, pelaporan dan kajian pemanfaatan pelayanan 
(utilization review), serta peraturan peralihan bagi pemberlakuan ketentuan-
ketentuan wajib di fasilitas kesehatan. 
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k) Peraturan BPJS Kesehatan NO. 1 Tahun 2014  
Peraturan BPJS Kesehatan tersebut mengatur tata cara pendaftaran 
dan pemutahiran data Peserta JKN, identitas Peserta JKN, tata cara 
pembayaran iuran, tata cara pengenaan sanksi administratif, tata cara 
penggunaan hasil penilaian teknologi kesehatan, prosedur pelayanan 
kesehatan, prosedur pelayanan gawat darurat dan tata cara penerapan sistem 
kendali mutu pelayanan JKN. 
l) Peraturan Menteri Keuangan NO. 205 Tahun 2013  
Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2013 (Permenkeu 
205/2013) mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggung 
jawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima penghasilan dari 
pemerintah. 
m) Peraturan Menteri Keuangan NO. 206 Tahun 2013  
Peraturan Menteri Keuangan No. 205 Tahun 2013 (Permenkeu 
206/2013) mengatur tata cara penyediaan, pencairan, dan 
pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan PBI. 
n) Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS yang Mengatur 
Tata Kelola BPJS Kesehatan  
UU SJSN dan UU BPJS mendelegasikan berbagai ketentuan 
kelembagaan BPJS untuk diatur dalam PP atau Perpres.57 
3.    Manfaat BPJS Kesehatan.58 
a. Ketentuan Umum Manfaat JKN 
                                                             
57Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2013 Tentang Modal Awal BPJS Kesehatan.  
58 UU SJSN Pasal 22 dan 23.  
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Manfaat JKN adalah pelayanan kesehatan perorangan menyeluruh yang 
mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pelayanan pencegahan 
penyakit (preventif), pengobatan dan perawatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan 
(rehabilitatif), termasuk obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan 
kebutuhan medis yang diperlukan.59 
Pelayanan kesehatan perorangan tersebut terdiri atas manfaat medis dan 
manfaat non medis. Klasifikasi pelayanan didasari atas perbedaan hak peserta 
karena adanya perbedaan besaran iuran yang dibayarkan. 
b. Manfaat Medis 
Manfaat medis tidak terikat besaran iuran. Seluruh Peserta JKN berhak 
atas manfaat medis yang sama sesuai dengan kebutuhan medisnya.60 Manfaat 
medis mencakup penyuluhan kesehatan, konsultasi, pemeriksaan penunjang 
diagnostik, tindakan medis dan perawatan, transfusi, obat-obatan, bahan medis 
habis pakai, rehabilitasi medis, pelayanan kedokteran forensik serta pelayanan 
jenazah. 
Manfaat medis diberikan secara berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan non 
spesialistik diberikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pelayanan 
kesehatan spesialistik dan sub-spesialistik diberikan di fasilitas kesehatan tingkat 
lanjutan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas atau yang setara, 
Praktik dokter, Praktik dokter gigi, Klinik Pratama atau yang setara dan Rumah 
                                                             
59 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, Pasal 22 , (1) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 20. 
60 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan, Pasal 20 ayat (3). 
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Sakit kelas D atau yang setara. Sedangkan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, 
yaitu pelayanan kesehatan spesialistik dan sub spesialistik, terdiri dari Klinik 
utama atau yang setara, Rumah Sakit Umum, dan Rumah Sakit husus. Di luar 
kedua kelompok pelayanan kesehatan tersebut di atas, Menkes dapat menetapkan 
pelayanan kesehatan lainnya untuk dijamin oleh JKN. 
c. Manfaat Non Medis dan Ruang Rawat Inap 
Manfaat non medis terikat besaran iuran. Manfaat non medis meliputi 
akomodasi layanan rawat inap dan ambulans.61  Akomodasi layanan rawat inap 
terbagi atas tiga kelas ruang perawatan, dari kelas tertinggi ke kelas terendah, 
yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Peserta yang menginginkan kelas perawatan 
yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti 
asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang 
dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat 
peningkatan kelas perawatan. 
Bila setelah tiga hari ruang rawat inap yang menjadi hak Peserta tidak 
tersedia, maka selisih biaya menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan. Fasilitas 
kesehatan dapat merujuk Peserta tersebut ke fasilitas kesehatan yang setara atas 
persetujuan Peserta. 
d.  Manfaat Non Medis - Ambulans 
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan 
kondisi tertentu yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Tidak seluruh pelayanan 
kesehatan dijamin oleh JKN. Peserta perlu mengenal pelayanan yang dijamin dan 
                                                             
61 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan, Pasal 20, ayat (4),(5). 
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pelayanan yang tidak dijamin, serta syarat dan ketentuan yang berlaku pada 
penyelenggaraan JKN. 
e. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
 Bagi warga miskin yang tidak mampu iurannya ditanggung pemerintah. 
Kelompok tersebut dinamakan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang jumlahnya 
mencapai 86, 4 juta orang (Departemen Kesehatan RI 2014). Tanpa perlu 
membayar, para penerima bantuan tersebut berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan disemua yayasan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, 
termasuk, bila perlu rawat inap di kamar kelas III di fasilitas kesehatan (Faskes) 
tingkat lanjutan atau Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 
Daftar PBI akan ditinjau  setiap enam bulan, untuk memastikan ketepatan sasaran 
penerima. 
  Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh manteri 
setelah beroordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait, kriteria 
tersebut menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah 
di bidang statistik untuk melakukan pendataan. Berdasarkan keputusan menteri 
sosial tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak 
mampu, fakir miskin dan orang tidak mampu meliputi fakir miskin dan orang 
tidak mampu yang teregister dan fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang 
belum teregister. Adapun yang menjadi keluhan masyarakat Makassar soal BPJS 
Kesehatan: 
a. Antrian berobat yang lama dan panjang 
Berdasarkan laporan masyarakat tentang sistem kinerja BPJS Kesehatan 
dinilai masih banyak yang perlu dibenahi, salah satunya adalah antrean panjang 
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pasien yang mengatur serta memakan banyak waktu. Antrean ini tidak boleh 
disepelekan, sebab waktu menunggu pasien berobat lebih lama dan potensi 
kecurangan oleh tenanga kesehatan dalam pemberian nomor antrian. 
“kalau antri terlalu lama nanti telat dapat pengobatan, kondisi paling buruk 
bisa meninggal ketika mengantri. Selain itu jangan sampai adanya sistem 
sogok-menyogok dengan pihak petugas untuk mendapatkan pelayanan 
lebih awal.62 
   
b. Obat di rumah sakit terkadang habis sehingga perlu membeli di apotik luar 
 “BPJS ini mulai terlihat menyusahkan rakyat karena pelayanannya kurang 
bagus di lapangan, bahkan obat-obatan yang selama ini ditanggung Askes 
malah sekarang sudah tidak ditanggung lagi. Semangat dari BPJS 
Kesehatan yang tujuannya adalah membantu masyarakat masih sangat jauh 
dari harapan. Contohnya saja ketika saya mengantarkan ibu saya ke rumah 
sakit yang ada di  makassar untuk berobat, pada saat itu ibu saya harus 
meminum obat namun ketika sampai di apotik RS. malah saya harus 
membeli obat di luar apotik, dengan alasan bahwa obatnya habis, sehingga 
secara tidak lagsung saya juga membeli obat padahal saya termasuk 
peserta BPJS yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat-
obatan dengan gratis, sesuai dengan program BPJS Kesehatan.63 
 
c. Cakupan BPJS yang terlalu Renggang 
Ada kerenggangan antara cakupan manfaat yang diberikan BPJS dengan 
biaya operasional rumah sakit untuk melakukan tindakan. Akibatnya, banyak 
rumah sakit, menolak pasien rujukan BPJS dengan alasan kamar yang penuh. 
“Cakupan manfaat dan biaya operasional rumah sakit untuk tindakan, 
operasi bedah misalnya sangat tinggi. Yang dibayarkan BPJS hanya  Rp. 
40 Juta misalnya, sementara biaya operasional bedah  butuh Rp. 200 juta. 
Rumah sakit tentu tidak mau rugi, akhirnya dirujuklah ke RSUD.”64 
 
                                                             
62Muhammad Taufiqurrahman (44 tahun), Wawancara, Makassar 30 Oktober 2017 . 
63Nurjihad Jalil (22 tahun), Karyawan Swasta , Wawancara, 31 November 2017.  
64Rahma Dewi Putri (49 tahun), Mengurus Rumah Tangga, Wawancara, 31 November 
2017.   
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara 
ilmiah, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek 
pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menempuh metode sebagai berikut: 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian pada dasarnya merupakan,”suatu upaya pencarian” dan 
bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah 
terpegang, di tangan.1 Pada penelitian ini digunakan jenis kualitatif dengan 
metode studi kasus. Penelitian ini menginterpretasi atau menerjemahkan dengan 
bahasa penelitian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di 
lapangan sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada 
dengan menghubungkan variable-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan 
deskripsi tentang objek penelitian.2 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BPJS yang berlokasi di Jalan Andi 
Pangeran Pettarani 2 No. 78, Tamamaung, Panakkukang, Masale, Panakkukang, 
Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilihan kantor ini karena BPJS merupakan 
badan hukum yang bertugas menjalankan Program JKN. 
                                                             
1Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Cet. XIV; Jakarta: Jakarta: 
Rajawali Press, 2006), h. 27. 
2Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 18. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis normative yang didukung dengan penelitian lapangan. Secara sederhana, 
yuridis berarti sesuai hukum, secara dan munurut hukum. Penelitian hukum 
normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi UU 
yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum 
sembernya.3 
Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian hukum dalam hal 
ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi 
yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang 
dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Kota Makassar. Penelitian hukum ini 
dilakukan dalam bentuk wawancara untuk mendapatkan informasi secara 
mendetail dan berkaitan dengan permasalahan yang ada.  
C. Sumber Data 
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan 
atau data yang diperoleh dari hasil wawancara (interview). Wawancara 
dilakukan kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini yakni 
Kepala Unit Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan KCU Makassar, 
Irawati Renreng, S.E, AK., dan Peserta BPJS Kesehatan Kota Makassar. 
2. Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari 
berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh 
dalam bentuk publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai 
                                                             
3Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 14.  
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organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang 
telah dilaksanakan sebelumnya.4 Data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 
subjek penelitian. Seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan 
skripsi ini. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer sekunder. 
Data primer berarti data yang diperoleh melalui field research melalui field 
research atau penelitian lapangan dengan cara seperti interview. 
Sedangkan data sekunder berarti data yang diperoleh melalui library 
research atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan 
mengumpulkan bahan tersebut dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan penelitian ini. Adapun tekhniknya adalah: 
a. Pengamatan (observasi) 
Observasi/ pengamatan merupakan tekhnik pengumpulan data yang 
menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang 
sedang diteliti.  
b. Wawancara  
Wawancara atau interview terpimpin5 adalah cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang 
                                                             
4Uma Sukarna, Metode Analisis Data,(Jakarta: Kencana, 2007), h. 6. 
5Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Cet. VIII: Jakarta: Bumi Aksara, 
2007). H. 84  
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bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang 
kehidupan menusia serta pendapat-pendapat meraka 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi/ pengumpulan6 adalah mengambil informasi melalui sebuah 
pendokumentasian dalam bentuk dan gambar-gambar yang berhubungan 
dengan penelitian  
Untuk mengumpulkan data tersebut, maka peneliti menggunakan tekhnik 
penelitian kepustakaan (Library research), dan interview. Penelitian kepustakaan 
(Library Reserch) merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan sejumlah data dengan cara membaca dan menelusuri literatur-
literatur baik berupa buku-buku, majalah dan tulisan-tulisan ilmiah yang 
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 
Interview adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah 
pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak 
langsung dengan lawan bicara (face to face), dalam hal ini mewawancarai pihak 
BPJS Kesehatan Kota Makassar. 
E. Instrument Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikanto, instrument penelitian merupakan alat bantu 
bagi peneliti dalam mengumpulkan data.7 Dalam penelitian kualitatif, yang 
menjadi intrumen atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri sehingga 
                                                             
6Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Pusat Bahasa, 2008), h. 361.  
7Suharsimi Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, V 
(Jakarta: Rineka cipta, 2006), h.68. 
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peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman 
metode penelitian kualitatif, penguasan wawasan terhadap bidang yang diteliti, 
kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun 
logiknya. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mencapai tujuan 
pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya dan mampu 
mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Oleh karena itu untuk penelitian 
lapangan atau field research yang meliputi observasi dan wawancara dengan 
daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat bantu 
perekaman, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen. 
 
F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan 
data dari lapangan kemudian direduksi, reduksi data merupakan proses pemulihan, 
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data 
kasar yang muncul di lapangan dengan penajaman tekhnik analisis, setelah itu 
dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. 
2. Analisi Data 
Dalam hal ini menggunakan analisis deskrtiptif kualitatif, yaitu suatu 
analisis yang dihasilkan dari data deskriftif analisis yang ditanggapi oleh 
responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang teliti dan 
dipelajari selama masa penelitian dengan demikian metode analisis deskriptif 
kualitatif dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis 
pendalaman kajian. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan 
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sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data 
berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan 
diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan 
meninjau ulang catatn lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.8 
G. Pengujian Keabsahan 
1. Dengan cara meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan 
secara lebih cermat dan berkesinambungan. 
2. Menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. 
                                                             
8Abdul Kadir, Tekhnik Pengumpulan dan Analisi Data, (Makassar: Tp, 2012), h. 4.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah BPJS Kesehatan1 
Jaminan sosial diperkenalkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda 
masih berkuasa pada awal abad kedua puluh ditandai dengan diikutsertakan 
pegawai pribumi yang bekerja pada lembaga pemerintah Hindia-Belanda dalam 
dua buah program, yaitu jaminan pensiun sejak tahun 1926. Setelah itu barulah 
muncul jaminan kesehatan mulai tahun 1934. 
Berawal dari Thailand krisis ekonomi yang terjadi dikawasan Asia pada 
Juli 1997 kemudian merambah ke-Indonesia, untuk menyelamatkan dunia 
perbankan dan mengatasi krisis pemerintah meminta bantuan IMF dan kemudian 
meluncurkan program BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), dan akhirnya 
justru berdampak buruk bagi Indonesia, utang negara mencapai Rp. 600 trilyun 
rupiah sehingga pemerintahpun tidak mampu mengontrol nilai rupiah, krisis ini 
yang memicu jatuhnya Soeharto Mei 1998. Setelah itu terpilih kembali pemimpin 
Indonesia sesuai dengan tugasnya berusaha terus untuk mencari alternatif 
kebijakan dengan mengundang beberapa pakar atau pemerhati jaminan sosial, 
akhirnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dapat menyetujui untuk 
memberikan saran kepada presiden dalam pengembangan program jaminan sosial. 
                                                             
1Humas, Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia, http://b[js-
kesehatan.go.id/bpjs/index.php/page/detail/2013/4 (18 September 2017). 
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Dalam sidang MPR RI Tahun 2000 Presiden menyatakan tentang 
pengembangan konsep SJSN kemudian dimulailah konsep penyusunan UU 
Jaminan Sosial oleh Menko Kesra.  DPA RI melalui pertimbangan DPA RI No. 
30/DPA/2000 11 Oktober 2000 berkesimpulan perlu segera dibentuk BPJS 
nasional. Wakil Presiden mengarahkan Sekretaris Wakil Presiden membentuk 
kelompok kerja SJSN Desember 2001, dan setelah itu dihasilkanlah naskah 
akademik SJSN. 
Presiden kemudian  meningkatkan status pogja SJSN menjadi tim SJSN,2  
dan pada bulan 19 Oktober 2004, RUU SJSN diundangkan menjadi UU No. 
40/2004 tentang SJSN. Banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai 
“Negara tanpa jaminan sosial” akan segera luntur dan menjawab permasalahan-
permasalahan JKN di Indonesia. 
a. 1968: pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas 
mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima 
Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan 
keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menkes membentuk Badan 
Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan 
Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh 
Menkes RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai 
cikal-bakal asuransi kesehatan nasional. 
b. 1984: Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehtan 
bagi peserta dan agar dapat dikelola secara professional, Pemerintah 
                                                             
2Tim SJSN-Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2002, 10 April 2002  
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menerbitkan PP No. 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi 
Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) 
beserta anggota keluarganya. Dengan PP No. 23 Tahun 1984, status badan 
penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. 
c. 1991: Berdasarkan PP No. 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan 
pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah 
dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. 
Di samping itu, perusahaan diizinkan memperluas jangkauan 
kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta 
sukarela. 
d. 1992: Berdasarkan PP No. 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi 
Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas 
pengelolaan keuangan, konstribusi kepada Pemerintah dapat dinegoisasi 
untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih 
mandiri. 
e. 2005: PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui 
Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 1241/ MENKES/ SK/ XI/ 2004 dan Nomor 56/ MENKES/ SK/ I/ 
2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
Miskin (PJKMM/ ASKESKIN). 
f. 2014: Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) 
berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan UU No. 24 Tahun 
2011 tentang BPJS. 
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2. Visi dan Misi BPJS Kesehatan3 
a. Visi 
Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan 
berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 
berlandaskan gotong-royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang 
handal, unggul dan terpercaya.  
b. Misi 
1) Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, 
pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya 
melalui sistem kerja yang efektif dan efisien. 
2) Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia 
paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan 
dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi 
masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan 
3) Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan 
mengoptimalkan kolektibilitas iuran, sistem pembayaran fasilitas 
kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan 
akuntabel 
4) Memperkuat kebiijakan dan implementasi program JKN-KIS 
melalui peningkatan kerjasama antar lembaga, kemitraan, 
koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan 
                                                             
3Humas, Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia, http://b[js-
kesehatan.go.id/bpjs/index.php/page/detail/2013/4 (18 September 2017)   
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5) Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung 
SDM yang professional, penelitian, perencanaan, dan evaluasi, 
pengelolaan proses bisnis dan manajemen resiko yang efektif dan 
efisien serta infastruktur dan tekhnologi informasi handal. 
3. Tugas dan Wewenang BPJS Kesehatan4 
a. Tugas BPJS Kesehatan 
Tugas-tugas yang diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2011 memberikan 
kewenangan kepada BPJS yang salah satunya adalah membuat kesepakatan 
dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan 
mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Secara lengkap dalam UU No. 24 Tahun 2011 BPJS memiliki tugas, yaitu:  
1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta 
2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja 
3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah 
4) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta 
5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial 
6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 
dengan ketentuan program jaminan sosial 
7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial 
kepada peserta dan masyarakat. 
 
                                                             
4Erni Susanti, Fungsi Tugas dan Wewenang BPJS Kesehatan, http://tips-sehat-
keluarga.blogspot.com/2014/fungsi/tugas-dan-wewenang-bpjs-kesehatan.html (23 September 
2017)  
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b. Wewenang BPJS Kesehatan 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, yang diatur 
berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS berwenang: 
1) Menagih pembayaran iuran, kewenangan dalam arti meminta 
pembayaran dalam hal ini terjadi penunggakan, kemacetan, atau 
kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan 
kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada 
BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik 
2) Menempatkan DJS untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang 
dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-
hatian, kemanan dana dan hasil yang memadai 
3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan 
pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan JSN 
4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 
ditetapkan oleh pemerintah 
5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan 
6) Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja 
yang tidak memenuhi kewajibannya 
7) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 
ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi 
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kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 
8) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka 
penyelenggaraan program jaminan sosial.  
4. Peserta BPJS Kesehatan5 
Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) 
bulan di Indonesia,  yang telah membayar iuran, meliputi :  
a. PBI Kesehatan: fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan 
penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari :  
1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya  
a) Pegawai Negeri Sipil 
b) Anggota TNI 
c) Anggota Polri 
d) Pejabat Negara  
e) Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri 
f) Pegawai Swasta  
g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan f yang 
menerima upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia 
paling singkat 6 (enam) bulan. 
2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya  
(a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri 
                                                             
5Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, h. 1-2. 
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(b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima 
Upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling 
singkat 6 (enam) bulan. 
.3)  Bukan pekerja dan anggota keluarganya  
a. Investor 
b. Pemberi Kerja 
c. Penerima Pensiun, terdiri dari :  
 1)  Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;  
 2) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak 
pensiun;  
 3)  Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;  
 4) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun 
yang mendapat hak pensiun;  
5)  Veteran 
6)  Perintis Kemerdekaan 
   7) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis 
Kemerdekaan. 
 
5. Anggota Keluarga yang ditanggung6 
a. Pekerja penerima upah :  
1) Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, 
anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.  
                                                             
6Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, h. 3 
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2)  Anak  kandung,  anak  tiri dari perkawinan yang sah, dan anak  angkat 
yang sah, dengan kriteria: 
a) Tidak atau  belum pernah  menikah atau  tidak mempunyai 
penghasilan sendiri 
b) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua 
puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. 
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja: Peserta dapat 
mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas).  
c. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi 
anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua.   
d. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi 
kerabat lain seperti Saudara kandung/ipar, Asisten Rumah Tangga (ART), 
dan lain-lain. 
6. Hak dan kewajiban peserta7  
a. Hak Peserta  
1) Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan. 
2) Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta 
prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3) Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 
                                                             
7Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, h. 4  
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4) Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau 
tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan. 
b. Kewajiban Peserta  
1) Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang 
besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2) Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, 
perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas 
kesehatan tingkat I. 
3) Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh 
orang yang tidak berhak. 
4) Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. 
7. Struktur Organisasi BPJS Kesehatan 
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B. Sistem Pembayaran Premi/ Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan di Kota Makassar 
1. Sistem Akad dalam BPJS Kesehatan 
Dalam wawancara yang dilakukan di kantor BPJS Kesehatan cabang 
Makassar: 
“Dalam mengikuti program BPJS Kami tidak menggunakan sistem akad, 
karena kami berlandaskan undang-undang yang bersifat wajib, Saat 
melakukan proses pendaftaran, cukup datang mendaftarkan diri dan 
anggota keluarga, setelah itu akan mendapatkan kartu identitas.”8 
Sejalan dengan hal tersebut, di dalam UU hanya mengatur tata cara 
pendaftaran di BPJS, seperti tertulis dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS 
Pasal 16 Ayat (1) setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima 
bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan 
sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta 
kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Kemudian 
pada pasal 18 Ayat (2) penerima bantuan iuran wajib memberikan data mengenai 
diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada 
pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS. 
2. Sistem Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan 
“Untuk pembayaran premi, langsung masuk ke pusat secara sentralisasi 
jadi kantor cabang hanya memonitoring premi yang masuk dan 
dikeluarkan setiap  bulannya. Misalnya dari Polri sekian, TNI sekian, PNS 
sekian, jika premi yang dibayarkan dari peserta mandiri masuk ke kantor 
cabang maka itu tidak cukup untuk menanggung semua biaya peserta jadi 
sistem pembayaran premi peserta secara otomatis masuk ke kantor pusat 
                                                             
8Irawati Renreng, SE. AK., (41 Tahun), Kepala Unit Penagihan dan Keuangan BPJS 
Kesehatan KCU Makassar, Wawancara, Makassar, 5 Juni 2017. 
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melalui pembayaran di empat Bank Pemerintah seperti BNI, BRI 
MANDIRI, dan BTN”.9 
Pada pasal 1 ayat 13 UU No. 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa iuran 
jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh 
Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program jaminan kesehatan, 
terdapat juga dalam UU SJSN No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 3 ”Asuransi Sosial 
adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal 
dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang 
menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya” UU BPJS No. 24 Tahun 2011 
Pasal 14 dan 16 dan peraturan BPJS No. 1 Tahun 2014 pasal 26.  
Kemudian pada pasal 16 dibedakan 3 pembayaran iuran:  
a. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh 
pemerintah. Iuran kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh 
pemerintah daerah dibayar oleh pemerintah daerah. 
b. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah di bayar oleh 
pemberi kerja dan pekerja (3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% di 
bayar oleh peserta). 
c. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan 
peserta bukan pekerja dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama 
peserta. 
Terdapat pilihan pembayaran iuran dilihat dari tingkat kelas yaitu tingkat 
kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang dipilih ketika akan mendaftarkan diri di BPJS. 
Perbedaannya adalah dilihat dari besar kecilnya iuran  bulanan yang harus dibayar 
                                                             
9(Irawati, Wawancara, 2017) 
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berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perpres 
No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menyangkut iuran BPJS yang 
resmi mengalami kenaikan. Untuk iuran peserta BPJS mandiri atau peserta BPJS 
pekerja bukan penerima upah adalah sebagai berikut:10 
a. Kelas 1, iuran bulanan yang harus dibayar awalnya Rp. 59.500 menjadi 
Rp.80.000; 
b. Kelas 2, awalnya Rp. 42.500 mejadi Rp. 51.000; 
c. Kelas 3, awalnya Rp. 25.500 menjadi Rp. 30.000 (khusus kelas 3 kenaikan 
dibatalkan jadi tetap besarnya Rp. 25.500 sesuai diterbitkannya PP Nomor 
28 Tahun 2016 revisi ketiga atas PP No. 12 Tahun 2013). 
 “Dari ketiga kelas tersebut tidak terdapat perbedaan dalam pelayanan, 
baik berupa obat atau pemeriksaan, perbedaannya hanya terletak pada 
fasilitas kamar rawat inap pada setiap kelas. Jika misalnya dalam rumah 
sakit tersebut kamar kelas 3 terisi penuh maka peserta kelas 3 bisa naik 
tingkat masuk ke dalam kamar kelas 2, tetapi ini hanya berlaku sampai 3 
hari saja”11 
Dari yang dijelaskan tersebut di atas, jika dilihat secara sosial maka akan 
sangat membantu masyarakat dengan biaya yang tergolong sangat rendah 
dibandingkan biaya asuransi kesehatan swasta dan juga biaya rumah sakit jika 
tanpa menggunakan kartu BPJS. Namun, jika dilihat lagi dengan berlandaskan 
aturan Islam maka akan ditemukan ketidaksesuaian dari adanya tingkat kelas yang 
membedakan tingkat masyarakat secara jelas meskipun itu hanya merupakan 
fasilitas, tetapi tiap kelas membandingkan satu sama lain. 
                                                             
10Rumah BPJS, “peserta BPJS Kelas 2 Bisa Naik Keruang Perawatan Kelas 1, 
Bagaimana dengan Kelas 3?” (http://rumahbpjs.com,2016), akses 10 Juli 2017.    
11(Irawati, Wawancara, 2017). 
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 “Untuk sistem pembayaran premi, maka setiap peserta harus membayar 
premi tanggal 10 setiap bulannya, ketika peserta tidak bayar di tanggal 11 
bulan berikutnya  maka dia telah menunggak 1 bulan,  dan pada saat itu 
pula kartu BPJSnya tidak aktif. Sistem iuran dari BPJS kami namakan 
sebagai sistem gotong royong,  Adapun tingkatan-tingkatan setiap peserta, 
yakni: Perserta mandiri, Penerima Upah dan PBI, setiap peserta berbeda-
beda ada yang rajin membayarkan premi ada pula yang membayar ketika 
sakit saja, peserta yang rajin membayar preminya adalah Penerima Upah 
dan PBI karena mereka ditanggung oleh pemberi kerja dan pemerintah, 
dan yang malas adalah peserta mandiri karena mereka menganggap bahwa 
tidak ada keuntungan yang dia dapatkan. Padahal jika dia sakit, misalnya  
jantung maka akan banyak keuntungan yang dia dapatkan, olehnya itu 
kami menggunakan sistem premi yang bersifat gotong-royong atau 
asuransi sosial agar peserta yang sakit dan butuh biaya besar, mereka dapat 
terbantukan oleh iuran dari peserta lain”.12 
Dari iuran ini jumlah premi yang dibayarkan masyarakat akan sama untuk 
setiap kelas tanpa membedakan penyakitnya, usia ataupun jenis kelaminnya. 
Sekilas akan dianggap bahwa hal ini sangat membantu masyarakat yang 
mempunyai penyakit dan memerlukan perawatan dalam penyembuhannya, serta 
membantu masyarakat yang membutuhkan biaya pengobatan skala besar dengan 
biaya yang mahal. Hal itu menguntungkan bagi masyarakat yang membayar premi 
dengan biaya sedikit dan mendapatkan biaya perawatan yang melampaui premi. 
Tetapi, berbeda dengan masyarakat yang karena adanya kepesertaan yang 
mengharuskan untuk ikut dan setiap anggota keluarga juga turut disertakan 
dengan sistem yang baru bahwa satu anggota keluarga yang membayar iuran, 
maka akan dibayarkan sekaligus bersama anggota keluarga lainnya. 
Jika kita teliti secara bahasa dari wawancara di atas maka ada sifat untung-
untungan dalam sistem kepesertaan BPJS. Ketidaksesuaiannya terletak pada saat 
mengikuti asuransi kesehatan ini, tidak diketahui apakah niat dan akad yang 
                                                             
12(Irawati, Wawancara 2017).  
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digunakan menimbulkan gharar/ketidakpastian pada peserta. Setelahnya, saat 
membayar iuran pun akan tetap menimbulkan gharar karena setiap masyarakat 
yang niatnya tidak diketahui sama-sama menyetor premi/iuran dan kemudian 
dananya akan digunakan peserta lain.  
Hal ini menunjukkan bahwa peserta dengan niat hibah, tidak akan menjadi 
masalah dananya digunakan, namun lain halnya peserta yang meniatkan iurannya 
untuk kepentingan dirinya ketika mengalami resiko yang tidak mengatakan 
dananya dapat digunakan atau tidak oleh peserta lain dan juga, peserta yang tanpa 
niat apapun mendaftarkan diri kemudian sakit akan menganggap dana yang 
digunakan adalah hasil iuran ataupun juga bisa dana hibah. 
3. Denda/sanksi keterlambatan pembayaran  
BPJS kesehatan telah memberlakukan peraturan baru pada 1 Juli 2016 
mengenai peserta yang menunggak bayar iuran dan denda yang dulunya status 
akan dinonaktifkan jika terlambat 3 bulan dan dikenakan denda sebesar 2 (dua) 
persen per bulan telah dihapuskan dan telah dibentuk regulasi baru yang diatur 
dalam Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 12 
Tahun 2013.  
Peraturan yang baru yakni terdapat dalam Perpres No. 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan. Aturan baru tersebut mengatur jika peserta menunggak membayar 
iuran 1 (satu) bulan, maka statusnya akan langsung dinonaktifkan secara otomatis 
oleh sistem. Untuk mengaktifkannya maka peserta harus membayar iuran 
tertunggaknya terlebih dahulu. Kini peserta tidak dikenakan denda keterlambatan, 
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namun peserta akan dikenakan denda jika dalam 45 hari sejak kartu BPJS 
diaktifkan kembali menggunakan kartu BPJSnya yang menjalani rawat inap.  
Dendanya berupa membayar biaya pengobatan sebesar 2,5% dikali biaya 
rawat inap dan dikalikan lagi dengan jumlah bulan yang ditunggak. Khusus 
peserta PBI akan dibayarkan pemerintah dan untuk badan usaha dibayarkan oleh 
pemberi kerja dan untuk peserta yang tidak mampu harus dibuktikan dengan surat 
keterangan dari instansi yang berwenang.  
 “Tidak hanya peserta, BPJS pun jika terlambat membayar klaim yang 
telah diajukan pihak rumah sakit ataupun puskesmas akan mendapatkan 
denda sesuai aturan yang ditetapkan kepada rumah sakit bersangkutan 
sekitar 0.01%.13 
 
Dalam asuransi syariah tidak didapatkan denda yang menyebabkan 
bertambahnya jumlah pembayaran. Sistem pembayaran premi yang dilakukan 
dipilih oleh peserta sendiri dengan cara pembayaran bulanan, triwulan, 
semesteran, tahunan, atau bahkan sekaligus yang memungkinkan peserta dapat 
menyesuaikan dengan kondisi keuangannya.14 
Aturan sebelumnya yang mewajibkan masyarakat untuk membayar denda 
sebesar 2% merupakan bunga yang diharamkan dalam Islam sesuai ijtima‟ Ulama 
MUI, sekarang BPJS telah mengubah denda tersebut hanya bagi peserta yang 
menunggak dan sebelum 45 hari setelah diaktifkan karena melunasi tunggakan 
dan mendapatkan rawat inap yang akan mendapatkan denda sebesar 2,5% dengan 
pengaturan tersendiri. Denda dimaksudkan untuk membuat jera orang yang 
melakukan kesalahan ataupun keteledoran.  
                                                             
13(Irawati, Wawancara, 2017). 
14Ahmad Rodoni, Asuransi&Pegadaian Syariah (Jakarta: 2015), h.52. 
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“Banyak masyarakat yang menggunakan BPJS hanya ketika mereka perlu 
saja, padahal BPJS ini bersifat saling menanggung yang artinya 
pembayaran premi satu orang sangat dibutuhkan oleh peserta lainnya dan 
denda itupun nantinya akan kembali ke masyarakat lagi”.15  
 
Sanksi tidak menjadi masalah jika kesalahan memang disengaja. Namun 
untuk denda ini, setelah melihat dari rumus yang digunakan terlihat sangat 
membebani masyarakat. Dilihat dari penerapan 2,5% harus dikalikan lagi dengan 
bulan tertunggak, yang sudah dilunasi oleh peserta ketika ingin mengaktifkan 
kartu BPJS Kesehatannya. Apalagi jika dilihat bahwa sebenarnya kesehatan 
masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah yang terdapat di konstitusi negara 
untuk mempermudah pelayanan kesehatan masyarakat, dan menjalankan 
tanggung jawab tersebut. Kini masyarakat diwajibkan untuk mengikuti asuransi 
kesehatan dengan dasar hukum UU yang masyarakat untuk membayr premi dan 
membayar denda dibebankan kepada masyarakat.  
4. Pengajuan klaim  
Untuk klaim dalam asuransi BPJS Kesehatan tidak berdasarkan berapa 
jumlah premi yang dibayarkan oleh peserta. Pengajuan klaim tidak dilakukan 
peserta langsung kepada BPJS, tetapi melalui pihak rumah sakit yang telah 
menghitung besaran biaya yang digunakan dalam pengobatan dan perawatan. Jadi, 
masyarakat tidak menerima pembayaran klaim berupa harta tetapi pelayanan 
kesehatan.  
“Tidak terdapat pengajuan klaim untuk orang yang tidak menggunakan 
kartu BPJS Kesehatannya. Ketika meninggal dunia, maka tidak ada 
pengembalian iuran kepada peserta, karena jaminan kesehatan ini bersifat 
gotong-royong. Hanya saja peserta dapat mengajukan klaim ketika ada 
                                                             
15(Irawati, Wawancara, 2017). 
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anggota keluarga yang meninggal, lalu iuran tetap berjalan, apabila tidak 
ada laporan ke BPJS maka dapat mengajukan klaim dan ada pengembalian 
iuran terhitung saat bulan setelah meninggal. Dalam pengajuan klaim ini 
juga hanya berlaku untuk indikasi medis saja, jika tidak termasuk dalam 
indikasi medis maka pihak BPJS tidak menerimanya, misal: pemasangan 
behel, operasi plastik karena kacantikan dan keinginan mempunyai anak. 
Jadi, ada beberapa yang tidak ditanggung.16  
 
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui memang tidak ada yang salah 
dalam pengajuan klaim selama peserta mengalami resiko, maka pelayanan 
kesehatan adalah pembayaran klaim yang diberikan. Hal yang tidak sesuai hanya 
terdapat pada janji yang diberikan ketika mendaftar, yang mengatakan hanya 
mendapatkan pembayaran klaim jika mengalami resiko dan tidak akan 
mendapatkan apa-apa jika tidak ada resiko. Hal tersebut memang tidak mengapa 
jika merupakan hibah seperti yang dikatakan sebelumnya, namun sungguh tidak 
ada kejelasan (gharar) di dalamnya ketika tidak ada akad/perjanjian yang 
memperjelas hal tersebut. Bagaimana mungkin seorang peserta bukan meniatkan 
untuk hibah, namun karena takdir Allah kemudian meninggal dunia tanpa 
menggunakan asuransi kesehatannya.  
Maka iuran yang selama ini dibayarkan tidaklah halal untuk digunakan 
karena tidak ada kejelasan dari pemegang kartunya. Artinya, iuran tersebut harus 
dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya karena jika tidak perbuatan 
tersebut menzalimi peserta dan ahli waris yang berhak menerimanya. Jika 
dianggap kesepakatan, tidak boleh ada kesepakatan yang mengharamkan sesuatu 
yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, sebagaimana hadis yang 
diriwayatkan oleh Abu Khurairah ra. Rasulullah saw., bersabda: 
                                                             
16(Irawati, Wawancara, 2017). 
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 ًحْلُص َ الِّإ َنْيِمِلْسُمْلا َنَْيب ًِزئاَج ُحْل ُّصَلا َع َنْوُمِلْسُمْلاَو اًماَرَح َّلََحاَْوا ًلّ َلََح ًم َّرَح ا َلَ
 اًماَرَح َّلََحا َْوا ًلَّلََح َم َّرَح اًطْرَش َ َِّلّإ ْمِهِطْوُرُش 
 
Artinya: Berdamailah dengan sesama Muslim itu diperbolehkan kecuali 
perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan 
suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat 
yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu 
yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. 
 
C. Pengelolaan Dana Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan di Kota Makassar 
 “Berbicara masalah dana BPJS, kami menyebutnya sebagai Dana Jaminan 
Sosial dan Dana Badan Pengelola Jaminan Sosial, istilahnya kami adalah 
dana DJS dan DBPJS. Untuk dana DJS kami gunakan untuk membiayai 
pemeliharaan kesehatan, seperti: klaim-klaim peserta, maupun dari pihak 
rumah sakit. Sedangkan DBPJS adalah dana operasionalnya kami, jadi 
kami tidak menggunakan biaya premi/iuran. Biaya awal dari DBPJS 
adalah peralihan dari Asuransi Kesehatan (ASKES), jadi kami masih ada 
aset yang dapat digunakan untuk biaya operasional. Untuk dana DJS 
terbentuk dari dana awal yakni 5%, dana yang terkumpul akan masuk ke 
kantor pusat BPJS melalui Bank Pemerintah yakni, BRI, BNI, BTN dan 
Mandiri.17 
1. Sumber serta Penggunaan Dana BPJS dan Dana Kesehatan Sosial 
(DJS)  
a. Aset Dana BPJS Kesehatan  
Menurut Pasal 41 Ayat (1) UU BPJS, aset BPJS bersumber dari:  
1) Modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan Negara yang 
dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;  
2) Hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan 
sosial;  
                                                             
17(Irawati, Wawancara, 2017). 
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3) Hasil pengembangan aset BPJS;  
4) Dana operasional yang diambil dari DJS; dan/atau (Dana operasional 
yang dapat diambil dari DJS Kesehatan oleh BPJS Kesehatan paling 
tinggi 10% (sepuluh persen) dari total iuran yang telah diterima oleh 
BPJS Kesehatan. Besaran persentase dana operasional ditetapkan setiap 
tahun oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan 
DJSN).  
5) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Modal awal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas untuk BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menurut Pasal 42 UU BPJS, ditetapkan 
masing-masing paling banyak Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang 
bersumber dari APBN.  
b. Aset BPJS menurut Pasal 41 Ayat (2) UU BPJS, dapat digunakan untuk:  
1) Biaya operasional penyelenggaraan program jaminan sosial;  
2) Biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung 
operasional penyelenggaraan jaminan sosial;  
3) Biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; dan  
4) Investasi dalam instrument investasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
c. Aset Dana Jaminan Sosial  
Aset DJS, menurut Pasal 43 Ayat (1) UU BPJS, bersumber dari:  
1) Iuran jaminan sosial termasuk bantuan iuran 
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2) Hasil pengembangan DJS 
3) Hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak peserta 
dari BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial 
4) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
terdiri dari:  
a. Surplus aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan 
b. Surplus aset BPJS Kesehatan 
c. Dana talangan dari BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat 
dan/atau (Dana talangan dari BPJS Kesehatan digunakan untuk 
mengatasi kesulitan likuiditas yang bersifat jangka pendek dan hal-
hal yang insidentil).  
d. Hibah dan/atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset Dana 
Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari hibah dan/atau 
bantuan lain yang sah dan tidak mengikat dapat berupa uang, 
barang dan/atau jasa.  
d. Aset DJS menurut Pasal 43 Ayat (2) UU BPJS, digunakan untuk:  
1) Pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan sosial;  
2) Dana operasional penyelenggaraan program jaminan sosial; dan  
3) Investasi dalam instrument investasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
Untuk hal ini, perlu diperhatikan bahwa dana BPJS sendiri awalnya 
berasal dari pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak peserta dari 
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BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial, yang artinya dana 
tersebut adalah hasil yang didapatkan sebelum asuransi sosial menjadi BPJS 
Kesehatan. Perlu diteliti lebih jauh, karena asuransi kesehatan dahulu merupakan 
asuransi yang berjalan tidak dengan menggunakan dasar Al-Qur’an dan Sunnah 
yang sistemnya seperti asuransi konvensional. Hal ini mengakibatkan 
pencampuran dana karena adanya pembagian dana dari pengalihan aset program 
jaminan sosial yang terdahulu untuk dana BPJS dan DJS. 
Ketika dana tersebut belum jelas asal-usulnya halal atau haram karena 
proses ataupun cara mendapatkan, maka rakyat yang nantinya menggunakan dana 
tersebut untuk pelayanan kesehatan akan berdampak pada boleh-tidaknya 
menggunakan BPJS Kesehatan.  
2. Sistem Pembagian Dana BPJS dan Dana Kesehatan Sosial (DJS)  
BPJS sebagai badan hukum publik selain mengelola aset BPJS, juga 
dipercaya untuk mengelola DJS. Pasal 40 Ayat (2) UU BPJS mewajibkan BPJS 
memisahkan aset BPJS dan aset DJS. UU BPJS tidak memberi penjelasan 
mengapa wajib dipisahkan. Pasal 40 Ayat (3) UU BPJS malah menegaskan bahwa 
aset DJS bukan merupakan aset BPJS. Penegasan ini untuk memastikan bahwa 
DJS merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang tidak merupakan aset 
BPJS.  
“Kami (dalam hal ini BPJS) memiliki rekening di empat bank pemerintah. 
Oleh karena terdapat 2 sumber dana, maka keduanya dipisah 
penyimpanannya. Dalam penyimpanan dana tidak ada biaya yang 
dikeluarkan karena milik pemerintah yang menjadi konsekuensi dalam 
kerjasama yang ditentukan oleh UU. Dari premi DJS terdapat beberapa 
persen yang menjadi hak BPJS sebagai dana operasional.”18 
                                                             
18(Irawati, Wawancara, 2017).  
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Pemisahan aset tersebut memang seharusnya dilakukan. Hal itu 
dikarenakan DJS adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan 
himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk 
pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional 
penyelenggaraan program jaminan sosial. UU BPJS mewajibkan untuk 
menyimpan dan mengadministrasikan DJS pada bank kustodian yang merupakan 
BUMN.  
Seperti yang dijelaskan di atas, dalam hasil wawancara tidak ada hal yang 
digambarkan tidak sesuai dengan syariah, karena tidak ada penyatuan dana peserta 
dengan dana BPJS yang keduanya mempunyai pengaturan tertentu untuk 
pemanfaatannya. Jika DJS hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan dan 
beberapa persen digunakan untuk biaya operasional BPJS.  
Hanya saja dalam penggunaan dan pembagian dari dana yang ada belum 
terlihat transparan untuk masyarakat yang masih awam tentang pengaturan BPJS 
yang disebutkan dalam UU. Apalagi terdapat bagian dari DJS yang menjadi hak 
BPJS, yang tidak diketahui akan mengalir kemana nantinya dengan tidak 
transparannya pihak-pihak yang bekerjasama dengan BPJS dan kemudian akan 
mengalir lagi sebagai biaya pelayanan untuk para peserta. Hal tersebut dapat 
membahayakan karena tidak diketahuinya pihak yang bekerjasama tersebut sesuai 
syariah atau tidak, yang dapat mempengaruhi aspek hukum Islam dari BPJS jika 
terdapat unsur yang dilarang pada pihak tersebut. 
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D. Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Premi/Iuran dan 
Pengelolan Dana Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan 
Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-V yang 
diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidayah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah 
pada tanggal 19-22 Sya’ban 1436 H/7-10 Juni 2015 M antara lain menyebutkan 
soal BPJS Kesehatan, sebagai berikut: 
1. Deskripsi masalah kesehatan adalah hak dasar setiap orang dan semua 
warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan 
mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan 
amanah UUD 1945, maka pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah 
telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses 
masyarakat pada fasilitas kesehatan. 
2. Tentang modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS, khususnya BPJS 
Kesehatan, dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah, dengan 
merujuk pada Fatwa DSN-MUI dan beberapa literatur, nampaknya bahwa 
secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal 
jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum 
atau akad antara para pihak. 
3. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima 
upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per 
bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) 
bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang 
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tertunggak oleh pemberi kerja. Sementara keterlambatan pembayaran iuran 
untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda 
keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang 
tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan 
bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. 
Jika dilihat mekanisme BPJS Kesehatan ketika terjadi keterlambatan 
pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah, maka dikenakan denda 
administratif sebesar 2% perbulan yang mensyaratkan ketika terjadi keterlambatan 
pembayaran BPJS Kesehatan termasuk dalam kategori riba nasi’ah ketika terjadi, 
dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. 
Mengenai denda sebesar 2%. UU tentang BPJS Kesehatan sama sekali dalam hal 
ini tidak mencantumkan kemana dan untuk apa dana di alokasikan. 
Sementara dalam prinsip syariah ganti rugi dikenal dengan istilah 
(ta’wid).19 Secara bahasa Ta’wid berasal dari kata ‘awwada (  َض  َو َع) yang artinya 
mengganti atau membayar kompensasi. Oleh karena itu, penyelenggara jaminan 
sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, 
tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar 
(ketidakpastian, pengambilan hak orang lain yang sepatutnya), maysir (perjudian, 
spekulasi) dan riba (bunga).20 
                                                             
19Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VII/2004, Tentang Ganti Rugi 
(Ta’wid). 
20Putusan Ijtima’ Ulama MUI  (7-10 Juni 2015), h. 56-61. 
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Untuk melihat secara mendasar perlu diketahui bahwa akad yang 
dimaksud oleh Islam berasal dari kata bahasa arab  َعَ قَ د- َعَ قَ دا  yang berarti, 
membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran dan 
menyatukan.21 Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh 
seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, 
atau sesuatu yang pembentukannnya membutuhkan keinginan dua orang, seperti 
jual beli, perwakilan dan gadai. Sementara pengertian akad dalam arti khusus 
perikatan yang ditetapkan dengan ijab Kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang 
berdampak pada objeknya. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqih, pada 
dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan 
syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad.  
Namun, hendaknya diingat, bahwa kebebasan menentukan syarat-syarat 
dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak tanpa batas selama tidak ada 
larangan di dalam al-Qur’an dan Sunnah.22 Sebagaimana firman Allah swt., dalam 
QS. Al-Maidah/5: 1: 
                      
                            
  
                                                             
21Keputusan Komisi B 2, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-V 
tahun 2015, h. 79.  
22M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2003), h. 109.  
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Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.23  
Dalam jaminan kesehatan BPJS mengandung ketidakjelasan (gharar) yang 
terletak pada tidak jelasnya akad yang digunakan kepada para peserta, yang di 
mana jika yang menjadi penanggung dan tertanggung adalah sesama peserta, 
maka yang terjadi adalah akad tabarru’ (hibah/tolong-menolong). Namun, hal 
yang tidak sesuai dengan hibah sendiri dalam BPJS adalah tidak jelasnya 
pemilihan oleh peserta untuk memilih menggunakan akad tabarru’ atau hibah 
yang dana seluruhnya untuk kepentingan peserta lain, tanpa mengharapkan 
kembali harta hibah itu atau memang diniatkan untuk kepentingan pribadi peserta. 
 Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, yakni dalam 
akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk 
menolong peserta lain terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai 
pengelola dana hibah dan jika yang menjadi penanggung dan tertanggung adalah 
BPJS dan peserta, maka ini menyalahi prinsip dari BPJS yaitu gotong-royong dan 
juga BPJS menjanjikan suatu hal yang tidak pasti (pelayanan kesehatan) kepada 
masyarakat yang belum tentu akan  sakit atau tidak (gharar). Seperti yang 
dijelaskan pada hadis Bukhari dan Muslim: 
 ُكِلَو ِةيِنلِاب ُلاَمَْعْلّا اًَمنِا َلَاق َملَسَو ِهَْيلَع مهلالا ىلَص ِالله ُلْوُس َر ََنا َرَمُع ْنَع ِل
 ْنَمَو ِهِلْوُسَرَو ِالله َىلِا ُُهتَرْجِه َْتناَك ْنََمف ىََوناَم ٍئِرْما  ُِصي َايُْندِل ُُهتَرْجِه َْتناَك اَُه ْي
 ِهَْيلِا َرَجاَه اَم َىلِا ُُهتَرْجَِهف اَهُجَوََزَتي ٍَةاَرْماَِوا 
                                                             
23Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 106  
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Artinya: Dari Umar Ra., bahwa Rasulullah saw, bersabda, “amal itu tergantung 
dari niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. 
Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka 
hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa hijrahnya 
karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahny 
itu sesuai ke mana hijrah.” (HR. Bukhori, Muslim, dan empat Imam Ahli 
Hadis). 
Dan juga gotong-royong atau ta’awun itu belum terjadi karena belum jelas 
ada orang kaya menolong orang miskin secara teratur dan terencana, bahkan 
orang kaya yang terbantu oleh uang fakir miskin. Kenyataannya semua terjadi 
berdasarkan spekulasi, bahkan pada praktiknya orang kaya dibantu oleh kumpulan 
uang iuran orang miskin, sebab orang-orang kaya ikut BPJS bukan sebagai orang 
yang membutuhkan pertolongan, tetapi dengan untung-untungan. 
Pembayaran yang diberikan kepada pihak BPJS yang terkandung di dalam 
peraturan BPJS Kesehatan itu hanya untuk pihak BPJS Kesehatan, bukan untuk 
peserta. Contohnya ketika peserta sakit dan mengklaim ke pihak BPJS, lalu dari 
pihak BPJS membayarkan segala pengobatannya ke rumah sakit tanpa diketahui 
berapa jumlah pembayarannya, dan berapa fee untuk pihak BPJS dan rumah sakit, 
bukan pembayaran ditentukan ketika seseorang itu belum sakit. Ini akan berakibat 
terjadinya perbedaan jumlah penerimaan setiap mereka yang mengklaim. 
Melalui premi yang murah, dengan anggapan akan terbantu pengobatan 
yang mahal justru yang menyebabkan asuransi itu tidak sesuai syariah karena 
sistemnya mengacu pada asuransi konvensional. Masyarakat membayar premi 
yang sedikit, tanpa tahu nantinya akan sakit atau tidak dan menggunakan biaya 
pengobatan lebih besar atau lebih kecil dari premi tersebut menyebabkan adanya 
unsur maysir (perjudian/untung-untungan) yang hukumnya haram sesuai fatwa 
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MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. Seseorang dapat untung ketika biaya yang 
dikeluarkan lebih kecil kemudian yang didapatkan lebih besar, hal ini tidak 
mengapa jika iuran itu tergolong dana hibah antara peserta dengan niat tolong-
menolong dan kerugian bagi peserta yang mengikuti asuransi kesehatan ini, 
namun tidak pernah menggunakannya kemudian meninggal dunia yang 
menyebabkan iurannya selama ini menjadi hangus.  
Seperti yang diberlakukan dalam asuransi syariah yang menerapkan rukun 
hibah pada prosesnya sebagai akad yang penting dalam sistem operasional 
asuransi syariah dalam implementasinya, tabarru atau hibah harus memperhatikan 
rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun dari hibah hilang akan mengakibatkan 
“hilangnya” keabsahan dari hibah tersebut, yang secara otomatis juga dapat 
mengakibatkan batalnya akad ta’awun (asuransi syariah).  
Rukun-rukun hibah adalah sebagai berikut:24 
a. Wahib (pemberi hibah/tabarru)  
Wahib adalah pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan kepada 
orang lain. Dalam asuransi syariah wahib/pemberi hibah adalah nasabah 
pembayar premi.  
b. Al-Mauhub Lahu (penerima hibah/tabarru)  
Penerima hibah adalah siapa saja, lelaki/perempuan, tua/muda, bahkan 
muslim dan non-muslim. Dalam asuransi syariah, al-mauhub lahu/penerima hibah 
                                                             
 24Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Cet, XXVII; Bandung:  Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 
327-328 
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adalah peserta asuransi syariah yang mengalami musibah sehingga berhak 
mendapatkan santunan/manfaat takaful.  
c. Al-Mauhub (barang/harta yang akan diberikan)  
Al-Mauhub yaitu barang, harta atau sesuatu yang dimiliki oleh pemilik. 
Diisyaratkan tidak boleh memberikan sesuatu yang diharamkan, dalam asuransi 
syariah, al-mauhub adalah premi atau kontribusi.  
d.  As-Shigah (ijab dan qabul)  
As-Shigah yaitu segala ungkapan yang menuntut adanya ijab dan qabul, 
baik melalui lisan maupun perbuatan. Dalam asuransi syariah, umumnnya 
berbentuk formulir aplikasi yang ditandatangani oleh peserta, selanjutnya asuransi 
syariah menerbitkan polisnya.  
B. Dasar Hukum Islam 
1. Firman Allah swt: 
QS. Ali-Imran/3: 130: 
                     
     ََ
Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 
kamu mendapat keberuntungan.25 
 
 
 
                                                             
25Riba Nasi’ah ialah yang dilakukan oleh kaum Jahili di masa Jahiliyah. Mereka menta-
khirkan utang dari waktu yang semestinya dengan menambah bayaran; apabila terlambat lagi; 
sampai utang yang asalnya seratus rupiah akhirnya menjadi beribu-ribu. Kalau dengan gadai,, 
barang yang digadai tergadai tetap tergadai. Riba Nasi’ah diharamkan karena menimbulkan 
kemelaratan yang sangat besar. Lihat: Sulaiman Rasyid, h. 203-204. 
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QS. At-Taubah/9: 71 
                  
                      
                      
  
Terjemahnya:  Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. 
mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang 
munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada 
Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.26 
QS. Al-Baqarah/2: 177: 
                       
                    
                     
                    
                 
             
 
Terjemahnya:  Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 
suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah 
beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-
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kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada 
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; 
dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan 
menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya 
apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 
penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang 
yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang 
bertakwa.27 
 
Pada ayat di atas, ketetapan berbuat baik itu untuk kedua orang tua, 
kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, budak dan seterusnya. Kemudian 
perintah untuk berinfak di jalan Allah dan peringatan dari sifat bakhil dan kikir 
serta penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya terbatas pada ibadah 
saja, tetapi mencakup juga seluruh manhaj Ilahi seperti memberikan harta kepada 
kerabat dan anak yatim, semua itu menegaskan bahwa Islam itu ditujukan untuk 
merealisasikan jaminan yang bersifat umum yang mencakup seluruh individu 
umat Islam dan masyarakat sehingga mereka hidup di bawah naungan bendera 
kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan saling menolong satu sama lain. 
2. Dalil dalam Hadis 
 ُلُكْؤَمَو َاب ِارلا َلََكا َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله يَّلَص ِالله ُلْوُسَر ََنَعل : َلَاق ِالله ِدُْ َع ْنَع ُْتُلق َلَاق  ُه
 ُهَوَر( َاْنعِمَس اَمِب ُت ِدَْحن اَمَِّنا َلَاق ِهَْيدِهاَشَو ُُه ِتاَكَو ا بَاتِك  ِهِحْيِحَص ِيف ٌمِلْسُم اَسَمْل
 ِمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله يَّلَص ِالله ُلْوُسَر َاَنَعل ُبَاب  ِةَاق 
Artinya: Dari Abdullah Ra, ia berkata: Rasulullah saw. Melaknat orang yang 
memakan (mengambil) dan memberikan riba, Rawi berkata: saya 
bertanya: (apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menulis dan 
dua orang yang menjadi saksinya? Ia (Abdullah) menjawab: “kami 
hanya menceritakan apa yang kami dengar. (HR. Muslim).” 
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 ََكا ِمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله يَّلَص ِالله ُلْوُسَر ََنَعل : َلَاق ٍِرب اَج ْنَع َو ُُهلُكْؤَمَو َاب ِارلا َل ُُه ِتاَك
 ََنَعل ُبَاب   ِةَاقاَسَمْلا ُبَاتِك  ِهِحْيِحَص ِيف ٌمِلْسُم ُه اَوَر( ٌءاَوَس ُْمه َلَاقَو ِهَْيدِهاَشَو
 ُُهلُكْؤَمَو َاب ِارلا َلََكا َمَّلَسَو َهَْيلَع ُالله يَّلَص ِالله ُلْوُسَر 
 
Artinya: Dari Jabir Ra., Ia berkata: Rasulullah saw, melaknat orang yang 
memakan (mengambil) riba, memberikan, menulis, dan dua orang yang 
menyaksikannya. Ia berkata: mereka berstatus hukum sama. (HR. 
Muslim). 
 
3. Pendapat Para Ulama 
a. Ijtima’Ulama 
Adapun dalil Ijma’ adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat 
dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan 
mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-
orang yang terzhalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut 
tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan 
terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan 
lagi orang miskin sehingga muzakki (orang yang berzakat) kesulitan menemukan 
mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). 
b. Dalil Aqli 
Adapun dalil Aqli untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui 
bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, 
individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan 
kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), maka 
hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh 
goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu 
umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang 
pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok 
ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan 
kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. 
Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dilihat dari prinsip dan hal-hal yang mendasari terbentuknya JKN adalah 
mementingkan kemaslahatan rakyat Indonesia dan sejalan dengan 
syariah. Namun, ketika dalam penerapannya terdapat hal-hal yang 
bertolak belakang dengan hukum Islam karena tidak didasari oleh al-
Qur’an dan Sunnah. Adapun sistem pembayaran iuran/Premi BPJS 
Kesehatan masih mengandung beberapa unsur yakni gharar yang dapat 
dilihat dari sistem akad antara peserta dan pihak BPJS, maysir adanya 
ketidakadilan antara peserta yang meninggal dunia karena premi yang 
telah dibayarkan tidak pernah digunakan hal tersebut tidak dapat 
dikembalikan, serta adanya pemisahan dari segi fasilitias antara 
masyarakat miskin, menengah dan  atas.   
2. Dalam hal pengelolaan dana yang dilakukan pihak BPJS tidak terdapat 
hal diluar sistem syariah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. 
Terdapat dua sumber yang berasal dari dana BPJS yang digunakan untuk 
investasi, seperti DJS untuk pembiayaan sosial dan biaya operasional 
BPJS yang mempengaruhi kejelasan dari penggunaaan dana tersebut. 
3. Sistem JKN menggunakan asuransi konvensional dan bekerjasama 
dengan bank konvensional sehingga BPJS Kesehatan tidak ada 
pemisahan dana antara dana tabarru’ dan dana selain tabarru’ hal inilah 
yang menyebabkan adanya unsur gharar dilihat dari sistem akadnya. 
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kemudian belum transparansinya pihak BPJS dengan peserta dalam 
pengelolaan dananya yang dipergunakan untuk pelayanan jaminan 
kesehatan bagi masyarakat lainnya. 
B. Implikasi 
1. Jika kita merujuk kepada hasil Ijtima’Ulama Komisi Fatwa MUI se-
Indonesia, mengenai gagasan dan konsep yang dianut jaminan sosial 
tidak menjadi masalah. Hanya saja sistem operasionalnya yang 
dipersoalkan tidak sesuai dengan syariah. Maka ijtima’ ulama tentang 
BPJS Kesehatan perlu menjadi masukan positif bagi sistem BPJS. 
Pemerintah segera membenahi hal-hal yang masih tidak sesuai dengan 
syariah untuk kenyamanan masyarakat dan pengguna BPJS.  
2. keberadaan BPJS Kesehatan sangatlah diperlukan oleh masyarakat se-
Indonesia, maka bukanlah sesuatu yang sulit jika membuat asuransi 
sosial yang berlandaskan aturan syariah, jika hal tersebut tidak 
memungkinkan, maka berikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih 
asuransi yang sesuai dengan syariah. 
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